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BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 543 / BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 - 2029

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Penyusunan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jembrana Tahun 2025 - 2029 dan dalam mewujudkan
perencanaan pembangunan Daerah yang transparan,
rensponsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata

kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran
pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029;
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Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang —
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Jembrana di Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negararepublik

Indonesia Nomor 7013);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri...sz
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8.

10.

TL,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1.312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabuoaten Jembrana Tahun 2016 Nomor
64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
51) sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor S5);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana
Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jembrana NomorS5;

12 . Peraturan Daerah......"

-
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai
tugas :
a. Mengumpulkan data dan informasi Penyusunan Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029.
b. Menyusun dokumen Perencanaan sesuai tahapan dan tata
cara Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 -
2029.
c. Melakukan pengendalian Penyusunan Kebijakan dokumen
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung

jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Jembrana.

KEEMPAT :....... $ -~

y
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3l Desember 2024

t{UPATI JEMBRANA, ‘9{

Vr/

6/ I NENGAH TAMBA f-
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana di Negara.

Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.

o & B

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembara di Negara.

(o))

Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan Setda Kabupaten Jembrana di

Negara.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 548 /BAPPEDA/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

JEMBRANA TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2025 - 2029

Ketua Tim

Sekretaris Tim

Kelompok Kerja Tim

BAPPEDA

1. Pokja Pengumpulan
dan Pengolahan Data/
Informasi
Koordinator

Anggota

2. Pokja Perumusan
RENSTRA
Koordinator

Anggota

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Jembrana.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Data Pembangunan Daerah
pada Bappeda Kabupaten Jembrana.

Sunardi,ST.(Perencana Ahli Muda)

I Made Indra Wijaya, ST (Fungsional
Perencana Ahli Madya)

Ni Putu Marlina, S.Pd (Pengolah Data dan
Informasi)

Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah,
pada Bappeda Kabupaten Jembrana

Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd (Fungsional
Analis Kebijakan)
Zaenal Abidin, SE (Perencana Ahli Muda)
Ni Nyoman Purnamiati, SE.,M.M (Analis
Sumber Daya Manusia Ahli Muda)
Ni Made Ayu Sri Hardiantini, S.M (Analis
Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Pertama)
Gusti Ayu Ketut Widari, S.IP (Perencana
Ahli Muda)
I Komang Endra Budi Adnyana, S.Tr.I.P
(Pengolah Data Dan Informasi)

N



3. Pokja Umum dan
Sarana Prasarana
Koordinator

Anggota

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Bappeda
Kabupaten Jembrana

Kasubag Umum dan Keuangan pada
Bappeda Kabupaten Jembrana

Ni Made Srinadi Astuti,SH (Fungsional
Perencana Ahli Pertama)

Ni Komang Ayu Rini, SE (Perencana Ahli
Pertama)

Staf Sekretariat pada Bappeda Kabupaten
Jembrana

BUPATI JEMBRANA, 7

—

s/ I NENGAH TAMBA /-
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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi
daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk
menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan
kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen
terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif
dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat
Kabupaten Jembrana, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan
tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Jembrana adalah dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan
teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Bappeda Kabupaten Jembrana yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana
Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik
yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk
meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra
OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang
sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra
OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara
satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan
misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang

digunakan untuk mengukurnya.



Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan
penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah,
penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun
tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah

ini :

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA-PD

v. PERSIAPAN PENYUSUNAN

)
v' PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL }

u. PENYUSUNAN RANCANGAN

PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

¢ PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

u' PENETAPAN RENSTRA PD ]

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima)

tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Renstra
Bappeda Kabupaten Jembrana mengacu pada Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten
Jembrana Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan
sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas,

Renstra Bappeda Provinsi Bali dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Untuk memenuhi ketentuan penulisan secara hukum dan perundang
undangan, Renstra Bappeda Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan
beberapa landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang i Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang i Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang i undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 20257 2025;

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun
2019);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323,

11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 192);

12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20251 2029;

21.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2025-2029 tgl 22 Agustus 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

22.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 4);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 1);

24.Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Daerah,
(Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 35);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berancana
Kabupaten Jembrana Tahun 20251 2045;

26.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan

untuk memberikan kebijakan, arahan, sekaligus Pedoman/acuan secara umum

dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima)

tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
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Daerah Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam RPJMD Semestra

Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 20257 2029.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029
sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan
digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk
pencapaian tujuan organisasi;

Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun
rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029
disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 7 2029, dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun
2025 1 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis
Renstra PD.
b. Dasar Hukum Penyusunan
Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam
penyusunan Renstra PD Tahun 2025 i 2029, serta disusun sesuai dengan
kaidah penyusunan produk hukum.
c. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
d. Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas isi tentang

masing I masing bab dalam Renstra PD Tahun 20251 2029.



BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

a. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat
tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat
Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM
sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok sasaran layanan (misalnya
Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

b. Selain hal tersebut dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya jika ada
sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra Perangkat Daerah dalam
pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian Kkinerja
Perangkat Daerah, dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah.

c. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit

memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB 3 : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada BAB 3 memuat Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
2025- 2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029,
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD
Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra DP Tahun 2025-2029.
BAB 4 : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini dijelaskan terkait uraian program OPD, Uraian kegiatan
OPD, Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif,
Uraian Sub Kegiatan dalam rangka menudukung program prioritas
pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
tahun 20257 2029 melalui Indikatir Kinerja Kunci (IKK).
BAB 5 : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan

pemerintahn daerah.



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 tahun 2022 tentang
OPerubahan Peraturan Daerah N o Ibentukan1 O T a h
dan Susunan Per aand&rauran Bupat Janbrana Nomor 21
Tahun 202 3, tentang fAnKedudukan, gasSdas Gumgsin Or g a
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daer a h o, di pi mpi i
Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada kabupaten dengan fungsi :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
b. pelaksanan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
d. Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang

tugasnya.

Adapun gambaran layanan umum Bappeda sebagaimana Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 adalah :
Pertama : melakukan layanan kepada PD lingkup Pemerintah Kabupaten
Jembrana berupa koordinasi perencanaan pembangunan daerah,dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan
Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.



Kedua : Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor.806/Bappeda
Litbang.PM/2010 Bappeda berfungsi sebagai sekretariat Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah. Tugas Pokok Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas maka
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jembrana adalah :

a. Sekretariat;
b. Bidang;
c. Sub Bagian;
d. Jabatan Fungsional;
Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Jembrana digambarkan sebagai berikut ;



Gambar 2. 1

Struktur Organisasi Bappeda Kab. Jembrana

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN ‘ I .
FUNGSTONAL KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN UMUM
FUNGSIONAL
|||||||‘ ‘[|‘1|‘| DAN KEUANGAN
[ I 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH MANUSIA
I I I
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD BADAN
A. Tugas

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang
perencanaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya,
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
C. RINCIAN TUGAS
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Badan sesuai Peraturan Perundang-
undangan;
b. mengoordinasikan Sekretaris dan Kepala Bidang serta Instansi terkait
dalam pelaksanaan tugas agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;
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c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan Karier;

f. melaksanakan koordinasi dan mengkonsultasikan program strategis dan
menyusun dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- undangan;

g. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan
yang telah dilaksanakan instansi atau pihak lain sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

h. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA),
Rencana Kerja Anggara (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup badan;

i. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan
pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah)
maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan
kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional,

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

|. melaksanakan sistem pengendalian intern;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja
Badan;

b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
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c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan Badan;

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi
pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,
pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di
lingkup Badan;

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan
serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;

f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan di lingkup Badan;

g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk
hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan
di lingkup Badan;

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan
laporan Badan,;

i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis
fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang
dilaksanakan oleh Bidang;

j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program
dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;

k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja
(RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

|. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan
kebijakan Badan;

m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;

n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan Sekretariat;

0. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
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p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan
kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan
agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan
perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. menilai prestasi kerja bawahan;

r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas,

sebagai berikut:

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan
kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana
secara efektif dan efisien;

c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan
perlengkapan Badan, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan
pemakaian kendaraan Badan,;

d. melaksanakan pengaturan wurusan rumah tangga, kearsipan,
kehumasan, dan keprotokoleran Badan;

e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;

f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan;

g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
dan inventarisasi perlengkapan Badan;

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor,
perlengkapan, dan kendaraan Badan;

I. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

j. memepersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai,
dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan
kepegawaian;

k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin,
pensiun dan surat cuti pegawai Badan;

I. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja

setiap pegawai,
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m.

Q.

menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan
anggaran Badan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran Badan seperti Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

memverifikasi dokumen administrasi keuangan;

melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;

r.melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;

S.

melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;

t. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat

aa.

bb.

CcC.

dd.

Perintah Membayar (SPM);

. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;

melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani
surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran
kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari
masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan
anggaran Badan;

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi
hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
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4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data

Pembangunan Daerah
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data
Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan data pembangunan daerah berdasarkan rencana strategis (renstra)
Badan;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan di bidang perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan data pembangunan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana
kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan
untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar
mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

d. merumuskan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan data pembangunan daerah;

e. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan pendanaan di daerah;

f. menyusun evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana
pembangunan daerabh;

g. menyusun analisis data dan informasi perencanaan pembangunan
daerabh;

h. menyusun perencanaan pembangunan dan pendanaan daerah;

i. mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah;

j. mengoordinasikan usulan program/kegiatan kepada Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas
bidang/urusan;

k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanan
pembangunan daerah;

l. menyusun evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan
daerah yang bersifat lintas bidang/urusan;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk
penyatuan pendapat;

n. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern

secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
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0. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi
hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas,

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja bidang ekonomi dan prasarana wilayah
berdasarkan rencana strategis (renstra) Badan;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan di bidang ekonomi dan
prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat
terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan
untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar
mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan
prasarana wilayah;

e. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

f. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah dengan kegiatan pemerintah provinsi dengan kegiatan
kementerian/lembaga;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

i. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern
secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;

J- menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi
hasil kerjanya untuk bahan pengembangan Karier;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan

|. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
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Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

rincian tugas, sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja bidang pemerintahan dan Pembangunan
Manusia berdasarkan rencana strategis (renstra) Badan,;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan dan
Pembangunan Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat
terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan
untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar
mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

e. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPIJMD dan RKPD);

f. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah dengan kegiatan pemerintah provinsi dengan kegiatan
kementerian/lembaga;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

I. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern
secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;

j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi
hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan

I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
a. Sumber Daya pegawai
Bappeda didukung oleh 24 orang Aparatur Sipil Negara yang memiliki
ketrampilan yang memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia

(SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi
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dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025 dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Doktor | Magister Sarjana :

(S3) (S2) (S1) Diploma | SLTA SLTP TOTAL
0 5 15 1 3 0 24
Tabel 2. 2
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Doktor | Magister | Sarjana .
Jabatan (S3) (52) (S1) Diploma | SLTA | SLTP | TOTAL
Struktural 0 3 2 0 0 0 5
fungsional 0 2 12 1 0 0 15
Staff 0 0 1 0 3 0 4
Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan | Ivd | IVc | IVb | IVa | liild | llic | Illb | Ma | lid | lic | lib | lla | TOTAL
Jumlah | o | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 4 lo|lojo]o
(orang)
Golongan | VII | VIl | IX 24
Jumlah 1 1 5
(orang)

. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber

daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya

sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Jembrana. Untuk

kondisi sarana dan prasarana Bappeda disajikan ke dalam data sarana dan

prasarana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4

Daftar Inventaris Bappeda Kabupaten Jembrana

No Nama Barang Jumlah (Unit)
1 Kendaraan roda 4 1
2 Kendaraan roda 2 9
3 GPS 2
4 Mesin Ketik Manual Portable 2
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No Nama Barang Jumlah (Unit)
5 Lemari Kayu 4
6 Rak Kayu 5
7 Filling Cabinet Besi 5
8 Brandkas 1
9 Alat Penghancur Kertas 2
10 | Alat Pemotong Kertas 1
11 | LCD Projector/Infocus 3
12 | Focusing Screen/Layar LCD Projector 3
13 | Papan Tulis 2
14 | Alat Kantor Lainnya 2
15 | Meja Rapat 4
16 | Meja Resepsionis 1
17 | Meja Tambahan 3
18 | Kursi Rapat 6
19 | Kursi Biasa 1
20 | Meja Komputer 2
21 | Jam Elektronik 1
22 | Vacum Cleaner 1
23 | Lemari Es 1
24 | AC 12
25 | Kipas Angin 1
26 | Kompor Gas 1
27 | TV 3
27 | Amplifier 1
28 | Loudspeaker 1
29 | Sound System 1
30 | Microphone 4
31 | Microphone Table Stand 2
32 | Stabillsator 1
33 | Alat Hiasan 1
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No Nama Barang Jumlah (Unit)
34 | Tanggga Aluminium 1
35 | Dispenser 2
36 | Mimbar 1
37 | Alat Rumah Tangga 5
38 | APAR 1
39 | Meja Kerja Pejabat 9
40 | Kursi Kerja Pejabat 9
41 | Facsimile 1
42 | Alat Komunikasi Telephone 2
43 | PC Unit 12
45 | Laptop 17
46 | Monitor 2
47 | Printer 21
48 | Hardisk Portable 12
49 | Server 3
50 | Router 4
51 | Rak Server 1

Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa dalam menjalankan fungsi dan
tugas pokok Bappeda Kabupaten Jembrana telah didukung dengan sarana
dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak

maupun yang tidak bergerak.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Jembrana
perpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 tahun
2022 tentang OPerubahan Per atli6 Bemtandaer ah
Pembent ukan dan Su s un adan PEraturaan nBypana t Dae
Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, adapun
Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jembrana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bi dang perencanaan pembangunan

tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :
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a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi Utama Bappeda Kabupaten Jembrana dalam perencanaan
pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan antara lain :

a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) murni dan RKPD
Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
murni dan APBD Perubahan;

b. Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Daerah (antara lain : Laporan Monev dan Evaluasi dokumen perencanaan);

c. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan pembangunan
daerabh.

Dokumen i dokumen tersebut disusun setiap tahun dan disosialisasikan
kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pembangunan di
Kabupaten Jembrana. Selain itu juga disusun dokumen i dokumen yang
dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu :

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Jembrana yang berlaku 20 tahun ;

b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jembrana yang disusun selama 5 (lima) tahun sekali bersamaan
dengan masa jabatan Kepala Daerah.

Semua Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Jembrana dan Stakeholders dalam menyusun dokumen i dokumen
perencanaan lainnya maupun dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Jembrana.

Fungsi lain dari Bappeda Kabupaten Jembrana adalah sebagai
pelaksana monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Pengendalian dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan sasaran
pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda
Kabupaten Jembrana menghimpun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi
dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data
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informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang tercantum
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja mencakup
masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaatan (benefit) dan
dampak (impact).

Monitoring, evaluasi dan pengendalian Bappeda Kabupaten Jembrana
mempermudah dalam pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan
Renstra. Capaian kinerja Perencanaan periode tahun 2020 1 2024 selanjutnya
disajikan dalam tabel 2. 5 sebagai berikut :
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Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana
Periode Tahun 2020 - 2024

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Target Renstra - PD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada
Perangkat Daerah Lainnya Tahunke - Tahunke - Tahunke -
1 2 & 4 5 1 2 & 4 5 1 2 3] 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi
100 100 100 100 100 87.51 91.03 | 92.26 94.89 75.02 87.51 91.03 92.26 94.89 75.02
perkantoran
Jumlah peng#aan benda post dan jasa pengirimar
i 100 100 100 100 100 97.75 97.42 | 95.60 | 87.62 95.57 97.75 97.42 95.60 87.62 95.57
yang diadakan untuk keperluan surat menyurat
Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
100 100 100 100 100 93.61 100.00 - - - 93.61 100.00 - - -
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang layak jal
100 100 100 100 100 84.54 82.27 - - - 84.54 82.27 - - -
Jumlah alatulis kantor yang tersedia
100 100 100 100 100 93.99 98.04 | 95.92 | 97.08 92.32 93.99 98.04 95.92 97.08 92.32
Jumlah barang Cerakan dan Penggandaan yang
100 100 100 100 100 88.07 97.82 80.14 98.00 94.57 88.07 97.82 80.14 98.00 94.57
diadakan
Jumlah komponenn/instalasi listik dpenerangan
Kant 100 100 100 100 100 68.70 79.42 | 95.23 | 99.69 99.10 68.70 79.42 95.23 99.69 99.10
antor
Jumlah snack dan nasi dan mamin tamu yang terse
100 100 100 100 100 71.15 85.12 | 85.33 | 83.57 99.13 71.15 85.12 85.33 83.57 99.13
Frekwensi rapat/ koordinasi dalam dan luar proving
10 100 100 100 100 90.35 89.28 91.75 94.95 58.82 90.35 89.28 91.75 94.95 58.82
Jumlah paket upakara dan upacara keagamaan y.
tersedi 100 100 100 100 100 100.00 | 95.96 | 99.36 | 98.84 96.10 | 100.00 | 95.96 99.36 98.84 96.10
ersedia
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang terse
100 100 100 100 100 93.89 - - 98.14 - 93.89 - - 98.14 -
2 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana
100 100 100 100 100 72.39 83.03 | 96.53 9478 78.37 72.39 83.03 96.53 94.78 78.37
aparatur
Jumlah cakupan pengaan kendaraan dinas
panp 100 100 100 100 100 - - 98.70 - - - - 98.70 - -
Jumlah cakupan pengadaan perlengkapan gedun|
Kant 100 100 100 100 100 | 100.00 | 87.69 | 92.73 92.14 94.67 | 100.00 | 87.69 92.73 92.14 94.67
antor
Jumlah cakupan pengadaan peralatan gedung kan|
100 100 100 100 100 99.67 93.18 | 96.50 | 100.00 | 89.00 99.67 93.18 96.50 | 100.00 | 89.00
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No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Target Renstra - PD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada
Perangkat Daerah Lainnya Tahunke - Tahunke - Tahunke -
1 2 & 4 5 1 2 & 4 5 1 2 3] 4 5
Jumlah cakupan pengadaan kursi kerja dan almal
100 100 100 100 100 56.14 9351 - - - 56.14 93.51 - - -
Jumlah alat kebersihan kantomggtersedia
100 100 100 100 100 - 99.33 99.33 99.99 - - 99.33 99.33 99.99
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang layak jal
100 100 100 100 100 - - 96.89 96.27 76.00 - - 96.89 96.27 76.00
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihg
100 100 100 100 100 83.75 91.29 83.44 87.41 79.21 83.75 91.29 83.44 87.41 79.21
Jumlah peralatan kerja yang diservice/ diperbaiki
10 100 100 100 100 56.33 | 72.49 | 75.08 60.85 48.08 56.33 72.49 75.08 60.85 48.08
3 Prosentase pementian pengadaan pakaian dinas,
pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 0.00
kelengkapannya
Jumlah Pakaian khusus hahari tertentu yang
. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 -
diadakan
Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya|
100 100 100 100 100 100 - - - - 100.00 - - - -
4 Prosertase ASN yang memiliki sertifikat diklat
100 100 100 100 100 60.96 - - - - 60.96 0.00 0.00 0.00 0.00
peningkatan kompetensi
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan,
. . 100 100 100 100 100 60.96 - - - - 60.96 - - - -
kursus,bimtek,workshop, seminar dan kongres
5 Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD 80 80 80 80 80 98.00 77.51 96.90 99.65 99.99 122.50 96.89 121.13 | 124.56 | 124.99
Jumlah dokumen data dan informasi pembanguna|
tentang capaian target kinegeogram dan kegtan 80 80 80 80 80 90.68 69.84 97.85 99.90 99.99 113.35 87.30 122.31 | 124.88 | 124.99
yang tersusun
Jumlah laporan keuangan yang tersusun
80 80 80 80 80 100.00 | 84.53 95.81 99.22 100.00 | 125.00 | 105.66 | 119.76 | 124.03 | 125.00
6 Prosentase ketersediaan data dan informasi
pembangunan hasil pengumpulan/updating,
o o " 75 80 85 87 87 95.83 7767 | 77.68 94.40 91.92 | 127.77 | 97.09 91.39 | 108.51 | 105.66
koordinasi, monitoring, penelitian dan
pengembangan
Jumlah dokumedata dan informasi hasil Evaluasi
75 80 85 87 87 100.00 [ 85.00 14.32 81.80 85.08 133.33 | 106.25 16.85 94.02 97.79
RKPD yang tersusun
Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembangun:
o 75 80 85 87 87 77.64 85.00 | 63.33 | 91.21 94.33 | 103.52 | 106.25 | 74.51 | 104.84 | 108.43
dalam Aplikasi SIP.D yang tersusun
Jumlah dokumen data dan infromasi pembanguna|
i 75 80 85 87 87 100.00 | 56.77 | 99.99 - - 133.33 | 70.96 | 117.64 - -
tentang capaian SDGs yang tersusun
7 Persentase ketersediaadata dan informasi
X 75 80 85 87 87 100.00 | 99.42 | 97.86 98.93 - 133.33 | 124.28 | 115.13 | 113.71 0.00
pembangunan sarana prasarana datata wilayah
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No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Target Renstra - PD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada
Perangkat Daerah Lainnya Tahun ke Tahunke - Tahunke -
1 2 & 4 5 1 2 & 4 5 1 2 3] 4 5
Jumlah data dan informasi pembangunan untuk
75 80 85 87 87 100.00 | 99.42 | 97.86 | 98.93 - 133.33 | 124.28 | 11513 | 113.71 -
pengembangan perbatasan yang tersusun
8 Persentase ketersediaan data dan informasi
. 75 80 85 87 87 96.70 | 83.63 96.50 95.28 - 120.88 | 98.39 | 110.92 | 109.52
pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah
Prosentasgimlah sosialisasi kebijakan KSCT yang
75 80 85 87 87 - 92.34 93.45 - - - 115.43 | 109.94 - -
terlaksana
Prosentase ketersediaan dokumen data dan infron
75 80 85 87 87 - - 95.28 - - - - 109.52
pengembangan KSCT yang tersusun
Prosentase ketersediaan dokumen data dan infron
. 75 80 85 87 87 98.69 | 78.15 | 96.50 - - 123.36 | 91.94 | 110.92 -
pengembangan KSCT hasil monev yang tersusun|
9 Prosentase ketersediaan data dan informasi
pembangunan sarana prasaranalan tata wilayah 75 80 85 87 87 98.74 94.42 | 91.52 86.80 71.85 13165 | 118.03 [ 107.67 | 99.77 82.59
yang tersusun
Jumbh dokumen data penyelesaian permasalah|
75 80 85 87 87 - - - - 53.63 - - - - 61.64
penanganan sampah gatersusun
Jumlah dokumen data koordinasi penangan pusa
. 75 80 85 87 87 - - - 84.59 67.92 - - - 97.23 78.07
pusat pertumbuhan ekonomi yang tersusun
Jumlah dokumen Momerandum Program Sektor
75 80 85 87 87 100.00 | 91.64 92.54 89.01 90.40 133.33 | 114.55 | 108.87 | 102.31 | 103.91
Sanitasi (MPSS)
Jumlah Laporan RPI2JM yang tersusun
75 80 85 87 87 95.76 97.90 | 92.01 | 86.62 - 12768 | 122.38 | 108.25 | 99.56 -
Jumlah Rencana Aksi Program Penbangan Kota
Wi 75 80 85 87 87 100.00 | 94.42 | 90.32 - - 133.33 | 118.03 | 106.26 - -
ijau
10 Persentase ketersediaan SDM perencana yang
75 80 85 90 90 18.53 34.35 11.86 97.24 16.17 24.71 42.94 13.95 108.04 17.97
memahami perencanaan pembangunan
Jumlah SDM Aparatur perencameengikuti Diklat
75 80 85 90 90 18.53 31.44 - - - 24.71 39.30 - - -
Perencanaan
Jumlah peserta sosialisasi kebijalgmencanaan
’ 75 80 85 90 90 - 35.52 11.86 97.24 16.17 - 44.40 13.95 108.04 17.97
pembangunan daerah yaditaksanakan
Jumlah peserta bintek perencanaan pembangung
75 80 85 90 90 - - - - - - - - - -
daerah yang dilaksanakan
11 Tingkat kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD
. 80 85 90 95 97 90.83 78.34 | 69.87 89.04 91.13 | 11354 | 92.16 77.63 93.73 93.95
dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi serta RPJMN
Jumlah rancangan awal RPJMD dan Revisi RPIJM
80 85 90 95 97 100.00 | 85.04 - - 58.89 | 125.00 | 100.05 - - 60.71
yang tersusun
Jumkh peserta yang hadir dan menyampaikan usul
80 85 90 95 97 99.01 89.67 - - - 123.76 | 105.49 - - -
dalam MusrenbanBPJMD
Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengar
perd 80 85 90 95 97 73.45 - - - - 91.81 - - - -
erda
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No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Target Renstra - PD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada
Perangkat Daerah Lainnya Tahun ke Tahunke - Tahunke -
1 2 & 4 5 1 2 & 4 5 1 2 3] 4 5
Jumlah rancangan RKPD yang tersusun
80 85 90 95 97 89.89 92.44 | 77.68 92.37 9491 | 112.36 | 108.75 | 86.31 97.23 97.85
Jumlah peserta yang hadir dan menyampaikan usu
80 85 90 95 97 100.00 91.99 | 97.48 | 100.00 | 125.00 - 102.21 | 102.61 | 103.09
dalam Musrenbang RKPD
Jumlah RKPD induk dan Perubahan yang ditetapkq
80 85 90 95 97 56.99 99.14 84.15 83.29 71.24 - 110.16 88.58 85.87
dengan Perlda
Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD yang tersusuy|
80 85 90 95 97 100.00 | 78.81 | 40.42 | 95.89 96.76 | 125.00 | 92.72 4491 | 100.94 | 99.75
Jumlah rancangan KUA dan PPAS Induk dan
80 85 90 95 97 73.43 83.18 | 8341 | 74.29 - 91.79 97.86 92.68 78.20 -
Perubahan yang tersusun
Jumlah KUA dan PPAS Induk dan Perubahan yan
. 80 85 90 95 97 93.51 82.80 97.01 76.87 - 116.89 97.41 107.79 80.92 -
ditetapkan
Jumlahdokumen Revisi RIMD yang ditetapkan
80 85 90 95 97 58.15 | 46.04 6.80 - - 72.69 54.16 7.56 - -
dengan Perda
Jumlah Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daer
. 80 85 90 95 97 - 7.09 - - - - 8.34 - - -
yang dibangun
Jumlahpemeliharaan Aplikasi Perencanaan
o 80 85 90 95 97 100.00 | 42.42 75.82 69.16 99.95 125.00 49.91 84.24 72.80 103.04
Pembangunan Daerah yang dipelihara
Jumlah dokumen ASB yang tersusun
80 85 90 95 97 - - - 91.81 - - - - 96.64 -
Jumlahdokumen data hasil koordinasi perencanaal
80 85 90 95 97 - - - - - - - - - -
pembangunan yang tersusun
12 Prosentase ketersediaan data dan informasi
i . 70 75 80 85 87 90.34 93.22 | 99.57 96.84 99.11 | 129.06 | 124.29 | 124.46 | 113.93 | 113.92
pembangunan bidang ekonomi yang tersusun
Jumlah kajian masterplan pembangunan ekonomi y.
70 75 80 85 87 - 91.44 99.80 - 100.00 - 121.92 | 124.75 - 114.94
tersusun
Jumlah dokumen data dan informpsmbangunan
e . 70 75 80 85 87 94.56 91.90 - - - 135.09 | 122.53 - - -
tentang indikator ekonoryangtersusun
Jumlah dokumen data dan informasi pembanguna|
tentang pengembangan ekonomi masyarakat yan 70 75 80 85 87 100.00 2.87 - - 99.03 142.86 3.83 - - 113.83
tersusun
Jumlahdokumen perencanaan pembangunan bidal
. 70 75 80 85 87 - - 98.52 | 96.84 - - - 123.15 | 113.93 -
ekonomi yang tersusun
Jumlah dokumen tabel input dan output daerah yal
70 75 80 85 87 - - - - - - - - - -
tersusun
Jumlah data daimformasi gmbangunan tentang
pengembangan masterplan kemiskinan yarsyisem 70 75 80 85 87 83.76 - - - - 119.66 - - - -
Jumlah data dan informasi pembangunan tentang
daerah rawan pangan yang tersusun 70 75 80 85 87 - 2.87 - - - - 3.83 - - -
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No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Target Renstra - PD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada
Perangkat Daerah Lainnya Tahunke - Tahunke - Tahunke -
1 2 & 4 5 1 2 & 4 5 1 2 3] 4 5
Jumlah data dan informasi pembangunan hasil mo
pembangunan ekonomi yang tersusun
70 75 80 85 87 90.55 61.30 | 100.00 - - 129.36 | 81.73 | 125.00 - -
13 Persentase Jml dokumen perencanaan sosial
70 75 80 85 87 88.16 81.41 | 90.62 83.87 91.83 125.94 | 10855 | 113.28 | 98.67 | 105.09
budaya
Jumlah dokumen data darformasi pembangunan
. o 70 75 80 85 87 100.00 | 80.19 | 95.50 | 96.66 86.95 | 142.86 | 106.92 | 119.38 | 113.72 | 99.94
tentang potensi pendidikan yang tersusun
Jumlahdokuemn perencanaan pembangunan bidat
o 70 75 80 85 87 - - - - - - - - - -
pendidikan dan kesehatan yang tersusun
Jumlah dokuemn perencanaan pembangunan sos
70 75 80 85 87 - 7211 | 87.85 | 83.84 93.62 - 96.15 | 109.81 | 98.64 | 107.61
budaya yang tersusun
Jumlah dokumen datan informasi pembangunan
hasil monev pengembangan keanekarayabudaya 70 75 80 85 87 - 73.93 97.55 - - - 98.57 121.94 - -
yang tersusun
Jumlah dokuemn perencanaan pembangunan bidg
70 75 80 85 87 - - 73.90 87.61 96.20 - - 92.38 103.07 | 110.57
pemerintahan umum yang tersusun
Jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulan
o 70 75 80 85 87 77.82 91.21 | 92.78 62.53 90.95 | 111.17 | 121.61 | 11598 | 73.56 | 104.54
kemiskinan yang tersusun
Jumlah dokmen kajian potensi pendidikan yang
70 75 80 85 87 - - - - - - - - - -
tersusun
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Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan tentang kinerja
Perencanaan sebagai berikut: Konsistensi dan akurasi perencanaan
pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2016, hal ini harus
dilksanakan mengingat pada tahun 2016 sudah dibangun aplikasi Simda
Keuangan yang mengaharuskan adanya kesesuaian antara RPJMD, RKPD,
Renstra, Renja, KUA-PPAS dan pada akhirnya terdapat sinkronisasi dengan
APBD. Pada tahun 2017 mulai dibangun Sistem Perencanaan dengan Simda
Perencanaan yang terintegrasi dengan Simda keuangan, Di Tahun 2021
semua Pemerintah Kabupaten / Kota diwajibkan menggunakan SIPD dan di
Tahun 2024 di ganti dengan SIPD-RI sehingga dapat menjamin konsistensi
dari program dan kegiatan yang disusun baik aspek organisasi, tata kerja,
metode kerja, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, jadwal waktu, target

hasil dari sistem pengawasan.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian
perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan
realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Pada RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2024-2029 secara
keseluruhan terdapat 180 Program yang terdiri dari 52 program pada urusan
wajib layanan dasar, 65 program pada urusan wajib bukan layanan dasar, 27
urusan pada Urusan Pilihan dan 36 program pada urusan penunjang. Rasio
penjabaran program RPJIJMD ke dalam RKPD semakin meningkat dan pada
2023 seluruh program RPJMD telah dijabarkan dalam RKPD. Kesesuaian
perencanaan program pada 2024 tercapai 100 %, dari 166 program di RPJMD
ada 166 program yang tertuang di RKPD, dan total program di RKPD sudah
tertuang semua di APBD. Berikut tabel anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan pada Bappeda Kabupaten Jembrana sebagai Dberikut:
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Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana
Periode Tahun 2021 - 2024

Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran | Rata drata Pertumbuhan
Tahun
ke - ke - ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
@ @) @ ©) ® @ ®) © (10) @ (12) (13) 1) (15) (16) () (18)
Persentase pemenuhan 738,924,400 539,817,550 513,077,550 554,172,195 318,094,534 646,596,872.00 491,428,015.00 473,341,801.00 525,829,002.00 238,621,714 87.51 91.03 92.26 94.89 75.02 318,090,534 238,620,714
pelayanan administrasi
perkantoran
Jumlah pengadaan ben( 5,550,000 4,550,000 4,550,000 4,095,00 4,504,500 5,425,145.00 4,432,500.00 4,350,000 3,588,000.00 4,305,000 97.75 97.42 95.60 87.62 95.57
4,504,400 4,304,900
post dan jasa pengirima
yang diadakan untuk
keperluan surat menyurg
Jumlah alat kebersihan 16,413,900 25,560,000 - - - 15,364,5000 25,560,000.00 - - 93.61 100.00 - - - 100 100
kantor yang tersedia
Jumlah kendaraan dinag 253785000 E E - 214,546,247.00 E - E 8454 - - - - 100 100
operasional yang layak
jalan.
Jumlah alat tUliS kantor 61,034,500 51,759,950 53,609,950 40,248,955 44,273850 57,367,400.00 50,745,100.00 51,424,400 39,072,500.00 40,872,200 93.99 98.04 95.92 97.08 92.32 44,273,750 40,872,100
yang tersedia
Jumlah barang Cerakar 39,457,600 19,100,000 22,640,000 22,376,000 22,413,600 34,750,60.00 18,683,200.00 18,144,600 21,929,300.00 21,197,000 88.07 97.82 80.14 98.00
94.57 22,413,500 21,196,900
dan Penggandaan yang
diadakan
Jumlah 10,458,400 6,325,600 6,325,600 6,868,040 6,262,344 7,185,@0.00 5,024,000.00 6,024,000 6,846,750.00 6,205,900 68.70 79.42 95.23 99.69
) . 99.10 6,262,244 6,205,800
komponenn/instalasi
listik dan penerangan
kantor
Jumlah snack dan nasi 35,1M,000 44,850,000 44,850,000 47,795,00 27,915,500 24,975,000.00 38,175,000.00 38,272,000 39,941,750.00 27,674,000 71.15 85.12 85.33 83.57
99.13 27,915,400 27,673,900
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Uraian

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

ke -

ke -

ke -

Rata drata Pertumbuhan

&

&

3

Anggaran Realisasi

)

@3)

4)

(5)

(6)

@)

®)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

a7 (18)

dan mamin tamu yang

tersedia

Frekwensi rapat/
koordinasi dalandan luar

provinsi

310,350,000

347,540,000

309,062,000

341286,200

177,177,740

280,407,980.00

310,268,215.00

283,550,401

324,051,502.00

104,210,114

90.35

89.28

91.75

94.95

58.82

177,177,640 104,210,014

Jumlah paket upakara]
dan upacara keagamaal

yang tersedia

3,500,000

40,162,000

72,040,000

85,040,000

35,544,000

3,500,000.00

38,540,000.00

71,576,400

84,056,200.00

34,157,500

100.00

95.96

99.36

98.84

96.10

35,543,900 34,157,400

Jumlah paket peralatar|
rumah tangga yang

tersedia

3,275,000

6,463,000

3,075,000.00

6,343,000.00

93.89

98.14

100 100

Prosentase pemenuhan
sarana dan prasarana

aparatur

124,050,000

361,085,000

597,345000

414,199,000

310,816,400

83,595,400.00

299,813,823.00

576,621,350

392,591,748.00

243,575,001

67.39

83.03

96.53

94.78

78.37

Jumlah cakupan
pengadaan kendaraan

dinas

230,000,000

227,000,000

98.70

Jumlah cakupan
pengadaan perlengkapa

gedung kantor

13,000,000

11,000,000

14,000,000

22,500,000

11,400,000.00

10,200,000

12,900,000.00

21,300,000

87.69

92.73

92.14

94.67

Jumlah cakupan
pengadaan peralatan

gedung kantor

12,900,000

22,000,000

21,400,000

57,500,000

10,000,000

12,858,000.00

20,500,000.00

20,650,000

57,500,000.00

8,900,000

99.67

93.18

96.50

100.00

89.00

9,999,900 8,899,900

Jumlah cakupan
pengadaan kursi kerja

dan almari

58,300,000

37,25,000.00

65.05

100 100

Jumlah alat kebersihan

kantor yang tersedia

11,850,000

13,000,000

40,960,000

36,864,000

47,945,400

9,332,400.00

12,156,750.00

40,684,750

36,615,250.00

47,939,100

78.75

93.51

99.33

99.33

99.99

47,945,300 47,939,000

28




Uraian

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata drata Pertumbuhan

Tahun
ke - ke - ke -
a 2 g 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
) ®) 4) (5) (6) 7) ®) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) a7) (18)
Jumlah kendaraan dinag 272,835,000 259,235,000 273,160,000 185,078,500 224,466,073.00 251,181,600 262,965,498.00 140,654,901 82.27 9689 96.27
operasional yang layak 76.00 - -
jalan.
Jumlah perlengkapan 5,000,000 11,250,000 9,750,000 10,275,000 9,652,500 5,000,000.00 10,270,000.00 8,135,000 8,981,000.00 7,646,000 100.0 91.29 83.44 87.41
gedung kantor yang 79.21 9,652,400 7,645,900
terpelihara
Jum|ah peralatan kerja 36,000,000 29,000,000 25,000,000 22,400,000 35,640,000 18,480000.00 21,021,000.00 18,770,000 13,63,000.00 17,135,000 51.33 72.49 75.08 60.85
yang diservice/ diperbaik| 48.08 35,639,900 17,134,900
Prosentase pemenuhan 23,000,000 16,000,000 16,000,000 30,000,000 21,000,000 23,000,000 16,000,000 16,000,000 30,000,000 20,650,000 100.00 100.00 100.0 100.00 98.33
pengadaan pakaian 0 20,999,800 20,649,800
dinas, pakaian khusus
dan pakaian lapangan
beserta kelengkapannya
Jumlah pakaian khUSUS 16,000,000 16,000,000 16,000,000 14,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 14,000,000 100.00 100.00 100.0 100.00 - - _
hari- hari tertentu yang 0 100 100
diadakan
Jum|ah Pakaian Dinas 7,000,000 16,000,000 21,000,000 7,000,000 16,000,000 20,650,000 100.00 - 100.00
besertePerlengkapannyal 98.33 20,999,900 20,649,900
Prosentase ASN yang SCOC000 0 0 4,060000.00 5 1353 0.00 0.00 0.00 0.00 . .
memiliki sertifikat 100 100
diklat peningkatan
kompetensi
Jumlah aparatur yang |  30:000.000 - - 4,060,000.00 1353 - - B B -
mengikuti pelatihan, 100 100
kursus,bimtek,workshop
seminar dan kongres
Prosentase peningkatan 52,129,000 39,211,150 87,665,200 69,163,000 11,144,900 23,209,500.00 30,393,550.00 84,948,800 68,918,000.00 11,144,000 44.52 77.51 96.90 99.65 99.99
akuntabilitas kinerja 11,144700 11,143,800
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Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata drata Pertumbuhan

Uraian

Anggaran pada tahun

Tahun
ke -

ke -

ke -
3

4

5 1

2 3 4

Anggaran

Realisasi

&

®)

9)

(10)

(11)

(12)

(13) (14) (15)

(16)

17)

(18)

)

@3)

4)

(5) (6)

@)

OPD

42,992,000 8,939,900

15,404,000.00 12,

,070,000.00

46,014,400

42,950,000.00

8,939,000

8568

68.84 97.85 99.90

99.99

8,939,800

8,938,900

Jumlah dokumen data
dan informasi
pembangunan tentang
capaian target kinerja
program dan kegiatan
yang tersusun

17,979,000

17,534,600 4

7,026,600

26,171,000 2,205,000

7,805,500.00

18,323550.00

38,934,400

25,968,000.00

2,206,000

22.86

84.53 95.81 99.22

100.00

2,204,900

2,204,900

Jumlah laporan

keuangan yantgrsusun

34,150,000

21,676,550

40,638,600

20,992,600

231,828,800.00

128,907,200.00

55,557,400

135,950,400.00

19,297,000

83.29

75.60 61.19 94.40

91.92

20,992,300

19,296,700

Prosentase
ketersediaan data dan
informasi
pembangunan hasil
pengumpulan/updating,
koordinasi, monitoring,
penelitian dan
pengembangan

278,347,200

170,517,300

90,791,600

144,015,200

5,462,100

63,740,800.00

87,853,800.00

3,218,000

6,932,000.00

4,647,000 76.95

80.18 14.32 81.80

85.08

5,462,000

4,646,900

Jumlah dokumen data
dan infemasi hasil
Evaluasi RKPD yang
tersusin

82,829,200

109,569,100

22,473,600

8,474,400

15,530,500

100,123,000.00

28,496,200.00

27,595,400

32,418,400.00

14,650,000 98.20

73.39 63.33 91.21

94.33

15,530,400

14,649,900

Jumlah dokumen Data
dan Informasi
Pembangunan dalam
Aplikasi SIP.D yang
tersusun

101,954,000

38,829,000

43,572,200

24,745,800

35,540,800

100,000,000

67,965,000.00

12,557,200.00

24,744,000

96,600,000.00

72.64

56.77 99.99 96.60

100

100

Jumlah dokumen data

dan infromasi

93,564,000

22,119,200
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Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata drata Pertumbuhan

Uraian

Anggaran pada tahun

Tahun

ke -

ke -

ke -
3

1 2 3 4

5 Anggaran

Realisasi
(18)

&

@)

®)

9)

(10)

(11)

(12) (13) (14) (15)

(16) a7

)

@3)

4)

(5)

(6)

pembangunan tentang
capaian SDGs yang
tersusun

59,452,000.00 142,340,000.00

204,695,00

98,932,500.00

96.99 99.42 0.00 98.93

100

100

Persentase
ketersediaan data dan
informasi
pembangunan sarana
prasarana dan tata

wilayah

61,300,000

143,174,000

100,000,000

204,695,000

98,932,500.00

96.99 99.42 97.86 98.93

Jumlah data dan
informasi pembangunan
untuk pengembangan
perbatasan yang tersusy

61,300,000

143,174,000

209,175,000 100,000,000

59,452,000.00

190,791,600.00

142,340,000.00

40,005,000.00

46,686,398

28,950,000.00

21,810,000

95.14 96.70 0.00 96.50

100

95.28

100

21,809,700

Persentase
ketersediaan data dan
informasi
pembangunan sarana
prasarana dan tata

wilayah

200,532000

41,369,000

30,000,000

22,890,00

18,690,000

97.04 92.34 93.45 -

22,889,700

Prosentase jumlah
sosialisasi kebijakan
KSCT yang terlaksana

36,644,000

12,920,000

20,000,000

22,890,000

35,559,300.00

137,921,600.00

11,93,000.00

21,810,000

97.63 - - -

100

95.28 22,889,900

100

21,809,900

Prosentase ketersediaal
dokumen data dan
infromasi pengembanga
KSCT yang tesusun

141,274,000

27,996,398

28,950,000.00

76.55 98.69 78.15 96.50

Prosentase ketersediaa

dokumen data dan

22,614,000

28,449,000

35,825,000

30,000,000

17,31Q700.00

28,075,000.00

100

100
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Uraian

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

ke -

ke -

ke -

Rata drata Pertumbuhan

&

&

3

Anggaran

Realisasi

)

@3)
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infromasi pengembanga
KSCT hasil moneyang
tersusun

Prosentase
ketersediaan data dan
informasi
pembargunan sarana
prasarana dan tata

wilayah yang tersusun

266,602,000

262,792,000

114,250,000

52,100,000

255,249,267.00

248,134,900.00

119,569,784

64,757,798.00

37,434,900

95.74

94.42

0.00

56.68

71.85

Jumlah dokumen data
penyelesaia permasalah
penanganan sampah yar

tersusun

17,050,000

9,143,600

53.63

Jumlah dokumen data

koordinasi penanganan
pusat pusat

pertumbulan ekonomi

yang tersusun

40,650,000

34,384,700.00

84.59

Jumlah dokumen
Momerandum Program
Sektor Sanitasi (MPSS)

110,944,000

106,274,000

39,350,000

42,950,000

15,100,000

109,022,300.00

97,387,900.00

36,414,600

3,822,898.00

10,256,500

98.27

91.64

92.54

8.90

67.92

15,099,900

10,256,400

Jumlah Laporan RPI2JM

yang tesusun

89,694,000

85,074,000

40,800000

30,650,000

19,950,000

81,407,267.00

83,288,100.00

37,542,000

26,550,200.00

18,034,800

90.76

97.90

92.01

86.62

90.40

19,949,900

18,034,700

Jumlah Rencana Aksi
Program Pengembangal

Kota Hijau

65,964,000

71,444,000

50,500,000

64,819,700.00

67,458,900.00

45,613,184

98.27

94.42

90.32

100

100

Persentase
ketersediaan SDM

94,682800

97,644,750

112,485,000

27,789,300

40,259,000.00

33,541,900.00

7,580,000

218,770,878.00

4,493,700

42.52

34.35

0.00

194.49

16.17
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(16)

Anggaran
a7

Realisasi
(18)

3 4 5
(5) (6)

@)

®)

)

@3) 4)

perencana yang
memahami
perencanaan

pembangunan

28,000,000 112,485,000

4,060,000.00

8,803,900.00

109,385,439.00

13.53

31.44

- 97.24

100

100

Jumlah SDM Aparatur
perencana mengikuti
Diklat Perencanaan

30,000,000

69,644,750 63,930,750 -

27,789,300

24,738,000.00

7,580,000

109,385,439.00

4,493,700 -

35.52

11.86 -

16.17

Jumlah peserta
sosidisasi kebijakan
perencanaan
pembangnan daerah
yang dilaksanakan

36,199,000.00

55.!

96

100 100

Jumlah peserta bintek
perencanaan
pembangunadaerah
yang dilaksanakan

64,682,800

1,272,614,000 774,074,802

450,607,300

1,088,662,600.0

997,005,710.00
0

516,428,788

661,956,825.00

410,647,720

84.83

78.34

0.00 85.52

91.13

Tingkat kesesuaian
RKPD, RPJMD,
RPJPD dergan RPJPD
dan RPJMD Provinsi
serta RRIMN

1,283,337,095

62,749,000

134,260,000.00

36,950,000

98.65

58.89

62,748,900 36,949,900

Jumlah rancangan awal
RPJMD dan Rewgi
RPJIMD yang tersusun

136,101,000

80,655,500.00

94.01

100 100

Jumlah peserta yang
hadir dan menyamjiean
usulan dalam
Musrenbang RPIJMD

85,791,900
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(6)
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(11)

(12) (13) (14)

(15)

(16)

17)

(18)

Jumlah dokumen
RPJMD yang ditetapkan|

dengan Perda

80,179,000

54,880,000.00

68.45 - -

100

100

Jumlah rancangan RKPI

yang tersusun

296,636,000

280,266,200

141,868,200

172,504,000

117,240,100

251,804,400.00

238,342,800.00

110,203,737

159335,268.00

111,269,816

84.89 85.04 77.68

92.37

94.91

117,240,000

111,269,716

Jumlah peserta yang
hadir dan menyampaikal
usulan dalam
Musrenbang RKPD

104,180,200

144,067,000

134,517,000

99,881,400

17,920,000

104,180,200.00

129,190,360.00

123,737,251

97,368,400.00

17,920,000

100.00 89.67 91.99

97.48

100.00

17,919,900

17,919,900

Jumlah RKPD induk dar
Perubahan yang
ditetapkan dengan
Perkada

39,522,500

28,716,500

18,254,500

50,802,000

35,000,000

20,548,500.00

26544,200.00

18,097,200

42,750,000.00

29,150,000

51.99 92.44 99.14

84.15

83.29

34,999,900

29,149,900

Jumlah Monev
pelaksanaan RPJPD yar

tersusun

202,139,800

298,713,000

103,110,800

81,788,407

69,905,800

194,674,200.00

268239,800.00

41,682,000

78,428,607.00

67,643,600

96.31 89.80 | 40.42

95.89

96.76

69,905,700

67,643,500

Jumlah rancangan KUA
dan PPAS Induk dan
Perubahan yang tersusu|

23,094,400

20,509,000

19,109,000

28,600,000

15,804,400.00

17,054,400.00

15,939,400

21,246,000.00

68.43 83.16 83.41

74.29

100

100

Jumlah KUA dan PPAS
Induk danPerubahan
yang ditetapkan

41,244,400

23,250,850

21,850,850

30,000,000

36,504,400.00

19,250,850.00

21,197,200

23,060,000.00

88.51 82.80 97.01

76.87

100

100

Jumlah dokumen Revisi
RPJMD yang ditetapkan
dengan Perda

168,847,85

167,660,000

61,200,000

89,751,000.00

77,194,600.00

4,160,000

53.15 46.04 6.80

100

100

Jumlah Aplikasi
Perencanaan

Pembangunan Daerah

147,527,150

126,78,700.00

- 85.92 -
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58.33 75.82 69.16

yang dibangun

239,251,250

200,000,00

147,792,400

105,600,000.00

94,440,000.00

181,412,000

138,319,800.00

147,714,304

100.00

99.95

147,792,300 147,714,204

Jumlah pemeliharaan
Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
yang dipelihara

105,600,00

161,904,300

110,498,995

101,448,750.00

- 91.81

Jumlah dokumen ASB
yang tersusun

Jumlah dokumen data
hasil koordinasi
perencanaan
pembangunan yang
tersusun

21,730,000

547,871,700.00

253,820,000.00

228,704,000

29,053,080.00

21,730,000

88.56

93.22 99.57 96.84

100.00

Prosentase
ketersediaan data dan
informasi
pembangunan bidang
ekonomi yang tersusun

618,635,800 272,278,000

229,685,000

30,000,000

148,112,000.00

118,040,000.00

179,901,000

89.56

99.80 -

100 100

Jumlah kajian
masterplan pembanguna

ekonomi yang tersusun

165,375,000 125,264,000

180,260,000

120,938,100.00 -

92.35 - -

100 100

Jumlah dokumen data
dan informasi
pembangunan tentang
indikator ekonomi yang
tersusun

130,954,200

1,770,000

55,618,000.00 -

1,770,000

99.02 - -

10000

1,769,900 1,769,900

Jumlah dokumen data
dan informasi
pembangunan tentang
pengembangan ekonomi

56,170,000
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Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi yang tersusun

89,272,600

26,224,000

42,150,000

30,000,000

19,960,000

78,972,600.00

26,100,000.00

41,528,000

29,053,080.00

19,960,000

88.46

99.53

9852

96.84

100.00

19,959,900

19,959,900

Jumlah dokumen tabel
input dan output daerah
yangtersusun

Jumlah data dan
informasi pembangunan
tentang pengembangan
masterplan kemiskinan
yang tersusun

104,200,000

82,067,000.00

78.76

100

100

Jumlah dataan
informasi pembangunan
tentang daerah rawan
pangan yang tersusun

54,100,000

53,732,000.00

99.32

Jumlah data dan
informasi ppmbangunan
hasil monev
pembangunan ekonomi
yang tersusun

72,664,000

66,690,000

7,275,000

62,164,000.00

55,948,000.00

7,275,000

85.55

83.89

100.0

Persentase Jml
dokumen perencanaan

social budaya

131,667,000

215,267,100

242,912,000

75,295,000

112,121,000.00

201,345,783.00

171,438,133

68,843,000

85.15

93.53

0.00

0.00

91.43

Jumlah dokume data

dan informasi

74,592,000

101,119,200

79,144,000

15,780,000

70,558,500.00

81,084,200.00

75,584,000

13,720,000

94.59

80.19

95.50

86.95

15,779,900

13,719,900
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pembangunan tentang
potensi pendidikan yang

tersusun

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
pendidikan dan kesehata

yang tersusun

103,912,000

26,091,209.00

100,443,500.00

96.66

Jumlah dokuemn
perencanaan
pembangunan sosial

budaya yang tersusun

36,181,600

9,653,000

25,000,000

12,530,000

26,091,209.00

8,480,000

20,959,176.00

11,730,000

72.11

87.85

83.84

93.62

Jumlah dokumen data
dan informasi
pembangunan hasil
monev pengembangan
keanekaragaman buday

yang tersusun

16,598,700

8,273,000

12,104,700.00

8,070,000

72.93

97.55

Jumlah dokuemn
perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan umum yan

tersusun

57,075,000

32,554,000

44,000,000

12,510,000

24,056,000

38,548,200.00

12,035,000

73.90

87.61

96.20

Jumlah dokumen data
hasil koordinasi
penanggulangan
kemiskinan yang tersusu

61,367,600

59,550,000

70,000,000

34,475,000

41,562,500.00

55,974,465.00

55,248,133

43,772,000.00

31,358,000

72.82

91.21

92.78

62.53

90.96

34,474,900

31,357,900

Jumlah dokumen kajian

37




Uraian

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata drata Pertumbuhan

Tahun
ke - ke - ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
) 3) ) (5) (6) ) ®) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) a7 (18)

potensi pendidikan yang

tersusun

38




2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Sasaran layanan Bappeda Kabupaten Jembrana diarahkan untuk

mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah melalui
perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Fokus utama
layanan Bappeda adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan
yang berkualitas, mengkoordinasikan penyusunan program lintas sektor, serta
memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Selain
itu, Bappeda juga berperan dalam memfasilitasi pengendalian, evaluasi, dan
inovasi kebijakan pembangunan sehingga mampu menjawab kebutuhan
masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut sasaran layanan
Bappeda Kabupaten Jembrana :
a. Misi:

4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif
b. Tujuan:

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efekitif
c. Indikator Tujuan :

Indeks Reformasi Birokrasi
d. Sasaran RPJMD :

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
e. Indikator Sasaran RPJMD :

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Sasaran Renstra OPD :

1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1 Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dalam penyelenggaraan

urusan perencanaan

g. Indikator Sasaran Renstra OPD :

1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)

1 Indeks Kualitas Perencanaan (Angka)

1 Nilai LK|jIP Perangkat Daerah (Angka)
h. Program OPD :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah
1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

i. Sasaran Program OPD :

1 Meningkatnya efektivitas dukungan administrasi pemerintahan daerah
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1 Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah

1 Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah

Indikator Kegiatan OPD :

1 Persentase dukungan administrasi pemerintahan yang memenuhi standar

1 Tingkat kepatuhan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah

1 Persentase OPD yang menerapkan SPBE dalam administrasi
pemerintahan

1 Persentase dokumen perencanaan yang memenuhi standar regulasi

1 Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran dan
pelaksanaan

1 Indeks kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan

1 Persentase pemanfaatan sistem informasi dalam perencanaan dan
evaluasi pembangunan

1 Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan regulasi

1 Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran dan
pelaksanaan

1 Indeks kualitas koordinasi perencanaan pembangunan

1 Persentase pemanfaatan sistem informasi dalam sinkronisasi
perencanaan

Prioritas Program :

1 Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non-ASN minimal 1 stel
pertahun

1 Akselarasi transformasi birokrasi daerah untuk menciptakan budaya kerja
yang dialogis, koordinatif, adaptif, agile (lincah) dan fluid (cair)

1 Memastikan Aparatur Sipil Negara (tenaga kesehatan, guru/tenaga
pendidik, dan tenaga administrasi) mendapat hak-haknya (tunjangan hari
raya, tambahan penghasilan, dan tunjangan profesi guru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Program Unggulan :

1 Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non-ASN minimal 1 stel

pertahun

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Jembrana memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam perumusan,

sinkronisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam
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menjalankan tugasnya, Bappeda tidak hanya bekerja secara internal, tetapi
juga bermitra dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kemitraan ini dibangun melalui
koordinasi yang intensif, forum diskusi, serta musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan menyelaraskan program antar-
OPD dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan pola kerja kolaboratif
ini, setiap OPD dapat berkontribusi sesuai dengan tupoksinya, sementara
Bappeda berfungsi sebagai pengarah dan pengintegrasi agar pembangunan
berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dalam aspek pelayanan, Bappeda Kabupaten Jembrana
berupaya mendorong terwujudnya perencanaan yang partisipatif, transparan,
dan akuntabel. Melalui kerjasama dengan OPD teknis, Bappeda memastikan
bahwa setiap program pembangunan yang diusulkan dapat menjawab
kebutuhan masyarakat, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi,
hingga infrastruktur. Kolaborasi lintas OPD ini menciptakan ruang koordinasi
yang lebih solid, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun
penggunaan anggaran. Dengan begitu, sinergi antar OPD dapat menghasilkan
inovasi pelayanan publik yang lebih terukur, efisien, dan berdampak langsung
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jembrana.

Kemitraan Bappeda dengan seluruh OPD juga menjadi salah satu kunci
dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Bappeda
berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan sektoral antar-
OPD agar tetap selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD) maupun rencana strategis nasional. Melalui forum koordinasi,
monitoring, dan evaluasi, Bappeda dapat memetakan capaian pembangunan
sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Dengan pola kerja kolaboratif tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana
diharapkan mampu membangun birokrasi yang responsif, adaptif, dan
berorientasi pada hasil, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara
maksimal dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Jembrana menghadapi beberapa permasalahan
dalam menjalankan fungsinya, terutama terkait penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan utama yang sering muncul
adalah kurangnya kesiapan dan kemampuan aparatur di tingkat perangkat
daerah serta perubahan regulasi perencanaan di tingkat pusat. Permasalahan
dalam pelayanan Bappeda Kabupaten Jembrana yang dapat menghambat

peningkatan kinerja, antar lain :
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a. Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari
pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat.

b. Belum optimalnya penyajian data statistik untuk referensi dalam
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dapat dirumuskan
Rencana Tindak Lanjut dengan langkah i langkah sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui
cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program, kegiatan
dan sub kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka
perlu penajaman sub kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap
sasaran OPD;

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar Balance score
card (BSC), meliputi pendekatan customer perspective, internal prosess,
financial perspective, dan learning and growth perspective;

c. Berupaya mempertahankan kinerja yang telah baik secara berkelanjutan;

d. Melakukan koordinasi internal secara intensif dan berkelanjutan;
Meningkatkan koordinasi penyediaan data pembangunan antara pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten kota secara efektif dan efisien;

e. Melakukan diseminasi satu data pembangunan kepada semua perangkat
daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana;

Selain tugas pelayanan tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Jembrana
juga melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan i kegiatan yang bersifat
lintas sektor seperti Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembanguan Manusia, Koordinasi Perencanaan bidang perekonomian dam
SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
kewilayahan.

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

berdasarkan Telaah Renstra K/L

Bappeda Kabupaten Jembrana sebagai lembaga di daerah dengan fungsi
yang sama sebagaimana Kementrian PPN / Bappenas, selain menjadi penentu
kebijakan dalam perencanaan pembangunan, juga melaksanakan koordinasi
dan penugasan khusu yang bersifat strategis dan lintas bidang seperti
Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Satu Data
Indonesia dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi dalam merencanakan
pembangunan nasional tahun 2025 i 2029 sebagaimana dalam Renstra
Bappenas 20251 2029 yaitu :
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a. Adanya ketidak pastian global seperti perkembangan geopolitik,
perlambatan ekonomi, ancaman bencana, baik bencana alam maupun non
alam. Ketidakpastian tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan
berpengaruh pada kondisi nasional dan daerah;

b. Revolusi industri dan ekonomi digital;

c. Defisit transaksi berjalan yang meningkat, disebabkan oleh ekspor yang
didominasi oleh ekspor komoditas dengan nilai yang relatif rendah;

d. Laju pertumbuhan ekonomi yang relative stagnan;

e. Mitigasi bencana alam dan non alam.

Tantangan perencanaan pembangunan nasional tersebut menjadi bagian
yang perlu mendapat perhatian daerah dalam merencanakan pembangunan,
karena sejatinya tantangan pembangunan tersebut muaranya ada di daerah.
Adanya dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat, semakin
komplek, dan sulit terprediksi, perencanaan pembangunan dituntut mampu
merespon terhadap perubahan tersebut. Hal ini biasa terjadi apabila Bappeda
memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas dan kompetensi yang
memadai. Salah satu tantangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
adalah perencanaan yang disusun belum berorientasi hasil. Pembangunan yang
direncanakan tidak hanya sekedar menghasilkan output, namun mampu
tersampaikan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menyelesaikan
permasalahan pembangunan, dan mampu mengubah kearah yang diharapkan.
Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi pembangunan lintas sektor dan
diperlukan lembaga penyelesaian masalah (clearing house) untuk memastikan
proses program tersampaikan. Sebagai clearing house dalam perencanaan
pembangunan, Kementrian PPN/Bappenas berwenang menentukan prioritas
pembangunan, persetujuan terhadap usulan program, dan penyimpangan
insentif (pendanaan, regulasi dan kelembagaan). Pada aspek pengendalian
perencanaan, kementrian PPN/Bappenas sebagai clearing house melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas, serta Menyusun
rekomendasi dan memfasilitasi yang terhambat realisasinya berdasarkan hasil
monev. Fungsi Kementrian PPN/Bappenas sebagai clearing house ini
hendaknya juga dimiliki oleh lembaga perencanaan di Daerah.

B. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Jembrana
berdasarkan Telaah Renstra Kabupaten Jembrana

Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Jembrana disini
dirumuskan atas dasar analisis terhadap Pelayanan PD, yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangakat
Daerah Bappeda Kabupaten Jembrana.
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Tantangan :

a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan
dan kompentensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;

b. Beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen
perencanaan

c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

Peluang :

a. Sarana dan prasarana kerja yang memadai

b. Tersedianya dukungan anggaran

c. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi

C..Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaah RTRW
Kabupaten Jembrana

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang
menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan
budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan
sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan
budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

a. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;

b. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk
dan tenaga kerja;

c. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur
ruang yang dikembangkan;

d. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;

e. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana
distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat
dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;

b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
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c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan untuk dua puluh tahun; dan

d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah
kabupaten.

Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat - pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana, meliputi:

a. Pusat-pusat kegiatan;
b. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama; dan

c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

2.7 Isu Strategis

A. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda

Isu strategis yang ada dalam Bappeda Kabupaten Jembrana dapat dilihat
dari tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis.
Sebagai lembaga perencana, Bappeda Jembrana dihadapkan pada kebutuhan
untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi misi kepala
daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta tuntutan masyarakat yang semakin
beragam. Beberapa isu strategis yang menonjol antara lain peningkatan kualitas
sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan
perekonomian berbasis potensi lokal, serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan. Selain itu, Bappeda juga menghadapi tantangan dalam
meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih responsif, inovatif, dan berbasis
data, sehingga perencanaan pembangunan dapat menjawab kebutuhan nyata di
lapangan serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara
inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada gambaran layanan Bappeda Kabupaten Jembrana,
serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Indentifikasi

permasalahan sebagai berikut :
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Tabel 2. 7

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Kualitas perencanaan | Belum maksimalnya 1 Banyaknya muatan
pembangunan belum | kualitas proses materi yang harus
maksimal penyususunan diakomodasi pada

dokumen perencanaan setiap tahapan
penyusunan dokumen
perencanaan yang
berbatas waktu

9 Hasil koordinasi
pengendalian dan
evaluasi perencanaan
belum maksimal

Keselarasan dokumen | § Hasil Koordinasi
perencanaan daerah perencanaan sektoral
dan perangkat daerah belum maksimal
belum maksimal

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan
yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Jembrana, antara lain;
1 Banyaknya muatan materi yang harus diakomodasi pada setiap tahapan
penyusunan dokumen perencanaan yang berbatas waktu
1 Hasil koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan belum maksimal

9 Hasil Koordinasi perencanaan sektoral belum maksimal

Telaah Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kabupaten / Kota
Kementrian PPN/ Bappenas dalam Rentra 2025 17 2029 memiliki 3 (tiga)
tujuan yang akan dicapai lima tahun yaitu :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan
mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang iklusif dan
berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel,
efektif dan efisien.
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana
Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2025 -
2029 dengan motto : demi Jembrana Pasti Bisao , maka di't
Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah: A NANGUN SAT
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LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU
JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN
MEMBANGUN MANUSI A, ALAM, DAN BUDAYADO
Berangkat dari visi tersebut, Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Jembrana, diperlukan perumusan misi yang menetapkan ruang lingkup prioritas
dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Misi ini berfungsi sebagai pedoman
strategis yang memastikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan dapat
berjalan secara sistematis, terarah, dan saling mendukung dalam mencapai
tujuan pembangunan. Selain itu, misi juga berperan dalam menciptakan
enabling conditions, yaitu kondisi yang mendukung keberhasilan. implementasi
kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Dengan mengacu
pada prinsip tersebut, misi pembangunan Kabupaten Jembrana tercantum
dalam 4 (empat) misi yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Misi 1 : Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana
yang Berdaya Saing dan Mandiri
Misi ini dijelaskan dengan memastikan setiap individu dalam masyarakat
Jembrana mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial
yang memadai, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan,
meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat struktur sosial. Mewujudkan
manusia yang berdaya saing dan mandiri diwujudkan dengan
memperhatikan pada komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, kepemudaan, serta ekonomi dan daya beli masyarakat. Pendidikan
yang berkualitas dan merata di semua jenjang akan mendorong lahirnya
sumber daya manusia yang unggul, berinovasi, dan mampu beradaptasi
dengan tantangan zaman. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan
yang optimal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka harapan
hidup, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih
baik, produktif, dan berdaya saing. Pelayanan sosial yang komprehensif juga
dikembangkan agar kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas,
dan masyarakat berpenghasilan rendah, tetap mendapatkan perlindungan
yang layak. Dengan demikian, diharapkan terjadi penguatan struktur social
yang solid dan mendorong terbentuknya masyarakat yang mandiri, inovatif,
dan berdaya saing di berbagai sektor.
Dari Misi 1 ini memiliki tujuan dan sasaran antara lain :

ATujuan 1 . Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter
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Sasaran : A Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi
masyarakat
A Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

A Meningkatnya daya saing pemuda

ATujuan 2 . Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan social
masyarakat
Sasaran : A Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat

A Meningkatnya kesempatan dan daya saing tenaga

kerja
ATujuan 3 . Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah berbasis potensi
unggulan
Sasaran : A Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah

A Meningkatnya daya saing daerah

2. Misi 2 : Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem
Hijau dan Ramah serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Masyarakat
Jembrana
Misi ini memiliki pengertian, yaitu melindungi dan mempertahankan
ekosistem lokal, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian agar tetap
sehat dan produktif, mengelola limbah dengan bijaksana, dan upaya mitigasi
dampak perubahan iklim. Di samping itu, juga dilakukan upaya penyediaan
infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang mendukung pelestarian
alam. Selain upaya konservasi yang dilakukan melalui program reboisasi dan
pengelolaan kawasan lindung, pendekatan berbasis teknologi juga
diterapkan dalam pemantauan dan pemulihan lingkungan. Pengembangan
energi terbarukan dan sistem pertanian berkelanjutan menjadi bagian dari
strategi besar dalam menjaga keseimbangan ekologi. Edukasi lingkungan
bagi masyarakat juga terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dalam
menjaga kebersihan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung
jawab. Selain itu, juga dilakukan upaya penyediaan infrastruktur dan sarana
prasarana wilayah yang mendukung pelestarian alam, seperti
pengembangan ruang terbuka hijau, sistem drainase ramah lingkungan, dan
pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mengurangi
pencemaran serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.
Dari Misi 2 ini memiliki tujuan dan sasaran antara lain :

ATujuan 1 . Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur

a7



Sasaran : A Meningkatnya infrastruktur sarana prasarana yang
terintegrasi
A Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian
ruang
ATujuan 2 : Meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  yang
berkelanjutan
Sasaran : A Meningkatnya nilai Indeks Kualitas Udara, Air dan
Tutupan Lahan
A Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan
A Meningkatnya resiliensi daerah dan menurunnya

kerentanan bencana

3. Misi 3: Menjaga Agama, Budaya, Adat, dan Tradisi Jembrana
Misi ketiga dijelaskan sebagai melestarikan tradisi, adat istiadat, dan seni
budaya lokal yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat
Jembrana melalui penyelenggaraan festival, upacara, dan praktik budaya
lainnya sambil merangkul aspek-aspek baru dari dunia global. Penguatan
peran lembaga adat dan komunitas budaya dilakukan untuk memastikan
keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,
pembangunan pusat kebudayaan serta revitalisasi kawasan bersejarah
menjadi prioritas guna memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya.
Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal juga terus dikembangkan agar
generasi muda tetap memahami dan menghormati tradisi serta adat istiadat
yang telah diwariskan. Interaksi antara kebudayaan lokal dan pengaruh
global akan diarahkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal
tanpa kehilangan esensi jati diri Jembrana.
Dari Misi 3 ini memiliki tujuan dan sasaran antara lain :
a. Tujuanl . Meningkatkan upaya pelestarian nilai agama, budaya,
dan kearifan lokal
Sasaran : AMeningkatnya pengembangan dan pemanfaatan objek
pemajuan budaya

AMeningkatnya kerukunan antar umat beragama

4. Misi 4 . Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan
Inovatif
Misi ini memiliki pengertian sebagai pelayanan publik ditingkatkan melalui
digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur

agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memastikan
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akses yang merata, mendukung kesejahteraan, dan mempercepat
pembangunan Jembrana. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola
pemerintahan diperluas guna menghadirkan layanan yang lebih efisien dan
mudah dijangkau oleh masyarakat. Reformasi birokrasi juga diarahkan untuk
menciptakan sistem administrasi yang lebih sederhana dan tidak berbelit-
belit sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
daerah. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
dilakukan secara berkala agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai
dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan pelayanan yang
inovatif. Dengan adanya integrasi sistem pelayanan berbasis teknologi dan
tata kelola yang lebih fleksibel, diharapkan pemerintah dapat lebih cepat
merespons kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan
yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dari Misi 4 ini memiliki tujuan dan sasaran antara lain :

a. Tujuanl . Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif
Sasaran : A Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
A Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah

™

Meningkatnya kualitas manajemen ASN

A Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum

Tabel 2. 8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Urusan Renstra PD 2025 -2029 yang
dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 20257 2029

Visi : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA

PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA
BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG
MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN
MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA

Misi4 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan

Inovatif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya 1. Meningkatnya Optimalisasi Meningkatkan
akuntabilitas kualitas penyusunan kualitas data dan
perencanaan
penyelenggaraan Pembangunan dan dokumen
pemerintahan daerah pelaksanaan perencanaan
2. Meningkatnya
daerah kualitas perencanaan serta
dukungan pembangunan | memperkuat
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administrasi sistem

dalam pemantauan dan

penyelenggaraan

urusan evaluasi terhadap

perencanaan pelaksanaan
perencanaan
pembangunan

Sumber : Tabel 3.2 RPIJMD Kab. Jembrana 2025 - 2029

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan
visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam
rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain
itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk
mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan
misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor
pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada
pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain :

a. Faktor Pendorong :

1 Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan
dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.

1 perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan
kebutuhan dan kemampuan daerah.

1 Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi
anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat.

b. Faktor Penghambat :

1 Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat
mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah.

i Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen
perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum

sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan

pelaksanaan pembangunan.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kabupaten / Kota Telaahan
Renstra Kementriaan PPN/Bappenas.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan

Kabupaten Jembrana untuk kesejahteraan masyarakat Jembrana dipandang
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perlu memperhatikan Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang

pula dari hasil telaahan Renstra Badan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

- 2024 yang memiliki 3 (tiga) tujuan akan dicapai dalam lima tahun yaitu :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan
mempercepat kemajuan Indonesia;

b. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan;

c. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel,
efektif dan efisien;

Dari tiga tujuan tersebut Kementrian Bappenas menetapkan empat sasaran

strategis dalam rangka mencapai tujuan yaitu :

Tabel 2.9
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra K/L

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan 1 Terwujudnya Indek Perencanaan
perencanaan integritas, sinkronisasi | Pembangunan Nasional
pembangunan yang dan sinergi
berorientasi hasil dan perencanaan
mempercepat pembangunan
kemajuan indonesia nasional

2 Terwujudnya efektifitas | Kinerja Pengendalian

pengendalian Pembangunan Nasional
pembangunan
nasional
Mewujudkan daya 3 Terwujudnya kebijakan | 1 Persentase
tangkap dan inovasi pembangunan Rekomendasi
pembangunan yang nasional yang visioner kebijakan penyelesaian
inklusif dan Isu Strategis
berkelanjutan Pembangunan

Nasional yang
dijalankan K/L

2 Persentasetase
Rekomendasi
Kebijakan Inovasi
Pembangunan
Nasional yang
dijalankan K/L

Mewujudkan tata 4 Terwujudnya kinerja 1 Indeks Reformasi
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TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

kelola pelayanan
perencanaan yang
berkualitas, akuntabel,
efektif dan efisien

Kementrian
PPN/Bappenas yang
bersih, akuntabel dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Birokrasi Kementrian
dan PPN/Bappenas
2 Indeks Kepuasan
Pemangku
Kepentingan
(Stakeholder) di

Bidang Perencanaan
Pembangunan
Nasional

3 Integrasi Data dan
Informasi Perencanaan
Pembangunan

Nasional

Dari empat sasaran Kementrian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki
keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Jembrana adalah
sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi perencanaan pembangunan nasional. dan sasaran Terwujudnya
efektifitas pengendalian pembangunan nasional. Pada sasaran Terwujudnya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, ukuran
keberhasilan yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan
nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi
perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Sinergitas tersebut tercermin
dari keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas
Nasional (PN), Program Prioritas(PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas
dalam RKP serta keselarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan
KEM Nasional. Selanjutnya, sasaran terwujudnya efektifitas pengendalian
diukur

Pembangunan Nasional yang dalam pengukurannya meliputi dua aspek yaitu

pembangunan nasional dengan indicator Kinerja Pengendalian
aspek kinerja pengendalian pembangunan pusat, dan kinerja pengendalian
pembangunan daerah. Pengendalian daerah dilaksanakan untuk memantau dan
mengevaluasi realisasi capaian sasaran / target pembangunan daerah dalam

mendukung capaian sasaran prioritas nasional.
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Tabel 2. 10
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan sasaran Renstra Kementrian

Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Beserta Faktor penghambat

dan pendorong keberhasilan penanganannya

No. Sasaran

Permasalahan
Pelayanan
Bappeda
Kab.Jembrana

Faktor

Penghambat

Pendukung

1 |Meningkatnya | Sinergitas Belum optimalnya | Perencanaan
kualitas perencanaan konsistensi pembangunan
perencanaan | daerah yang dokumen merupakan
pembangunan | belum optimal perencanaan prasyarat yang
daerah pembangunan harus dilakukan
daerah dalam
melaksanakan
pembangunan
agar mencapai
hasil yang optimal
Proses Perencanaan
perencanaan pembangunan
masih belum akan
optimal didukung menghasilkan
oleh data dan prioritas
informasi yang berdasarkan
memadai, mudah kebutuhan dan
diakses dan kemampuan
mutakhir daerah
berbasiskan Satu
Data
Rendahnya Perencanaan
sistem pembangunan
pengendalian akan
kinerja mempermudah
alokasi dan
distribusi
anggaran
sehingga

diperoleh manfaat
sebesar-besarnya
bagi masyarakat
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Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Bali.

Permasalahan perencanaan pada Bappeda Provinsi Bali hampir sama
dengan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Jembrana. Permasalahan
utama yang dihadapi Bappeda Provinsi Bali diantaranya adalah :

Belum optimalnya pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan

pembangunan dengan akar permasalahan diantaranya adalah :

a. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan

b. Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan;

c. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;

d. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan
perencanaan pembangunan;

e. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan.

Faktor Penghambat dan Pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah

Kementerian dan Bappeda Provinsi Bali.

Memperhatikan telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas
dan Renstra Bappeda Provinsi Bali berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan
sasaran dihubungkan dengan fungsi - fungsi pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana terdapat beberapa faktor
penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan yang dilaksanakan yaitu:
a. Faktor Penghambat

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Belum dipedomaninya RTRW untuk kesesuaian tata ruang.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

1 Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang
perencanaan pembangunan;

1 Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja
pegawai; Sistem pengumpulan data dan akurasi data belum optimal,

1 Perencanaan patrtisipatif belum dapat terlaksana secara efektif karena
menyangkut keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat pada
umumnya;

1 Sinkronisasi/pengintegrasian antar dokumen perencanaan belum
dilakukan secara optimal,

1 Koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar
OPD masih belum optimal

b. Faktor Pendorong
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Optimalisasi BKPRD

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
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1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan
pembangunan daerah;

Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah;
Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerabh;

1 Meningkatkan sinkronisasi dan pengintegrasian antar dokumen
perencanaan pembangunan daerah, dan tetap mengacu pada aturan
dalam penyusunan dokumen perencanaan

1 Membangun jaringan e-planning

3) Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi Prasarana Kewilayahan dan

Pemerintahan Pembangunan Manusia

a. Mengumpulkan data daerah dalam rangka Pengembangan data /
informasi;

b. Mengkoordinasi kerjasama pembangunan antar OPD akibat ego
sektoral;

c. Mengkoordinasi dan berkerjasama dalam pengembangan wilayah
perbatasan;

d. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan menitoring Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbubh;

e. Mengupayakan pemeratan dan dan merangsang pengembangan
Perencanaan Pengembangan kota kota kecamatan,;

f. Meningkatkan kemampuan aparat Perencana;

g. Merubah Mainset masyarakat dan Aparatur yang menganggap
Perencanaan Daerah (partisipasi, penyelenggaraan, perumusan)
bukan hal yang penting terutama dalam proses musrenbang;

h. Mengelola data/informasi dan mengkajian hal-hal tentang
perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sumber daya
alam, dan kawasan kawasan khusus lainnya;

i. Menetapkan Regulasi penggunaan data di semua sektor.

Dari Penjelasan sebelumnya, Isu strategis yang dihadapi Bappeda
Kabupaten Jembrana mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang
kompleks, dimana tantangan dan peluang harus dikelola secara seimbang untuk
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.
Berbagai aspek seperti penguatan daya saing ekonomi lokal, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pengentasan
kemiskinan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola
pemerintahan yang efektif menjadi fokus utama yang saling berkaitan. Oleh
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karena itu, isu strategis ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah
kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan daerah agar mampu menjawab
kebutuhan masyarakat dan mendorong tercapainya kesejahteraan yang inklusif
dan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. Jadi isu stragtegis Bappeda

Kabupaten Jembrana dapat disimpukan melallui table sebagai berikut :

56



Tabel 2. 11

Isu Strategis Bappeda Kabupaten Jembrana

POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS YANG | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS
YANG MENJADI PD RELEVAN PD
KEWENANGAN PD DENGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1) 2) 3) (4) ) (6) (7)
Jembrana Belum optimalnya Tata kelola dan Praktik korupsi Pemberantasan Belum optimalnya | Tata Kelola
mendapatkan tata kelola keterbukaan dan korupsi dan tata reformasi birokrasi | Pemerintahan dan
nilai opini BPK pemerintahan dan informasi birokrasi kelola data dan lemahnya Refoarmasi
Wajar Tanpa reformasi birokrasi pemerintah yang | pemerintahan sinergi Birokrasi

Pengecualian
selama 10
tahun
(pengelolaan
keuangan
daerah yang
baik)

tidak praktis

dan koordinasi
stakeholders di
pusat

dan daerah

Sumber : tabel 27 49 RPJMD Kabupaten Jembrana 2025 - 2029
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BAB Il

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5
(lima) tahun. Dalam pasal 1 Ayat 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran dan
Operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dari pengertian tersebut di atas,
maka dapat dirumuskan bahwa tujuan merupakan operasional dari misi yang ingin
dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. LAN Tahun 2004 hal 104 dalam
Modul Manajemen Strtaegis merumuskan kreteria rumusan tujuan :

a. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan
pemerintah dan menjelaskan visi dan misi organisasi

b. Merupakan pelaksanaan atau penyumbang pelaksanaan misi lembaga

c. Merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi
dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dapat dikembangkan
untuk menjawab isu strtaegis.

d. Tidak mengalami perubahan bermakna kecuali bila terjadi perubahan yang
sangat mendasar.

Sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, maka Perencanaan
mengampu semua visi dan misi Kabupaten Jembrana 2025 - 2029, Dari tujuan
strategis Kabupaten Jembrana tersebut pada bab didepan ditetapkan tujuan
prioritas Bappeda sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan Prioritas Bappeda Kabupaten Jembrana

Tujuan Prioritas Indikator Tujuan Target
meningkatnya indeks perencanaan 95
akuntabilitas pembangunan daerah

penyelenggaraan

pemerintah daerah
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Gambar 3. 1

Konsep Renstra Perangkat Daerah

SASARAN ARAH KEBHAKAN ISU STRATEGIS
RPIMD NSPK RPIMD O Masalah
Jd Lingkungan dinamis
& %, d Potensi
@ %
Memperhatikan ‘t\“ Q&\ "h,‘, S
ARAH J Rangkaian kerja
yang merupakan
TUIUAN Mencapai KEBIJAKAN  operasionalisasi
NSPK
Cascoding
Serasifselaras
S AS ARAN Mencapat STRATEGl A Mempertimbangkan
J Tahapan
Cascoding O Fokus

(0 PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD
A

OUTCOME —““***_. QUTPUT

Sumber : Inmendagri no.2 tahun 2025

Gambar 3. 2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

RENSTRA

Outcome: f‘rw,mm 2]

Qutcome/Program C

Sumber : Inmendagri no.2 tahun 2025



3.2 SASARAN

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran

menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Jembrana

NSPK DAN

dukungan administrasi
dalam
penyelenggaraan
urusan perencanaan

Daerah (Angka)

BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 KETERAN
RPJMD GAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) | (07) | (08)| (09) (100 | (11 (12)
5.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya | Meningkatnya Indeks Perencanaan 94,06 94,06| 94,24|94,43| 94,62 | 94,81| 95
akuntabilitas | akuntabilitas Pembangunan Daerah
penyelenggara|penyelenggara (Angka)
an an Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas 94,06 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99
pemerintahan | pemerintahan perencanaan Perencanaan (Angka)
daerah daerah pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas | Nilai LKjIP Perangkat 82,52 83,03 83,53|84,03| 84,53 | 85,03 | 85,53

Sumber : SIPD.Kemendagri.go.id/Renst
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3.3 STRATEGI

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan
kinerja birokrasi. Perencanaan strategis selain mengagendakan aktivitas
pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk
didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah -
langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah (strategyfocussed-management). Pasal 1 Ayat 51 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan Strategi adalah langkah yang berisikan
program prioritas pembangunan daerah/ perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa
Kebijakan adalah Pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan
pada hakikatnya cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan diukur oleh
organisasi. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan 1 keputusan penting;
karena:

a. Kebijakan menentukan secara teliti tentang bagai mana strategi akan
dilaksanakan, sehingga kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan.

b. Kebijakan mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk mencapai tujuan dan
sasaran.

c. Kebijakan mengarahkan kondisi dimana pengambil keputusan mengetahui
apakah mereka mendapat dukungan atau tidak dalam pengimplementasian
keputusan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jembrana
merupakan kebijakan pemerintah daerah selama kurun waktu 5 tahun dari tahun
2021 sampai 2026. Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumberdaya
yang ada secara efisien, efektif dan berhasil guna dalam upaya mewujudkan Visi,
Misi, tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029. Dalam
pasal 1 Ayat 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan Arah Kebijakan adalah rumuskan kerangka pikiran atau kerangka kerja
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untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu

strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi.

Adapun strateqi

dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

seperti tabel berikut :

Tabel 3. 3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD
NO OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN | KET
NSPK RENSTRA PD
1 Meningkatnya Memperkuat sistem Peningkatan kualitas

akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
perencanaan
pembangunan

proses dan integrasi
perencanaan
pembangunan
daerah

Penguatan
pengendalian dan
evaluasi kinerja
pembangunan

Penyediaan dan
penyajian data
pendukung
pembangunan
daerah yang
berkualitas

Memperkuat sistem
pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
perencanaan
pembangunan

Peningkatan kualitas
dan

sinkronisasi
dokumen
perencanaan
perangkat daerah

Meningkatkan kapasitas
perangkat daerah dalam
menyusun indikator
kinerja yang spesifik,
terukur, dapat dicapai,
relevan, dan berbasis
waktu (SMART)

Terlaksananya
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja
Bappeda dengan
lengkap dan tepat
waktu

Meningkatkan kapasitas
perangkat daerah dalam
menyusun indikator
kinerja yang spesifik,
terukur, dapat dicapai,
relevan, dan berbasis
waktu (SMART)

Terlaksananya
administrasi
keuangan Bappeda
dengan lengkap dan
tepat waktu

Terlaksananya
administrasi barang
milik daerah pada
Bappeda dengan
lengkap dan sesuai
dengan jadwal yang
ditentukan
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NO

OPERASIONALISASI
NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPIJMD

ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA PD

KET

Terlaksananya
administrasi
kepegawaian
Bappeda dengan
lengkap dan tepat
waktu

Terlaksananya
administrasi umum
Bappeda dengan
lengkap dan tepat
waktu

Terlaksananya
pengadaan barang
milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah
dengan lengkap dan
sesuai dengan
peraturan

Terlaksananya
penyediaan
penunjang urusan
pemerintah daerah
dengan lengka[ dan
tepat waktu

Terlaksananya
pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah
yang berkualitas
baik
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Tabel 3. 4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Jembrana

Visi - NANGUN
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA
BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG
MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN

SAT KERTHI

LOKA BALI

MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA

MELALUI

POLA

Misi 4 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya 3. Meningkatnya Optimalisasi Meningkatkan
akuntabilitas kualitas penyusunan kualitas data dan
enyelenggaraan perencanaan dan dokumen
peny _gg Pembangunan
pemerintahan daerah pelaksanaan perencanaan
daerah 4. Meningkatnya perencanaan serta
kualitas pembanguna memperkuat
dukungan sistem
administrasi
q pemantauan dan
alam

penyelenggaraan
urusan
perencanaan

evaluasi
terhadap
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
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Tabel 3.5

Penahapan Renstra Bappeda Kabupaten Jembrana

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Dokumen 1. Dokumen 1. Dokumen 1. Dokumen 1. Dokumen
perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan

ditetapkan tepat
waktu

2. Prioritas dalam
perencanaan
daerah selaras
dengan prioritas
provinsi dan
nasional

3. Meningkatkan
kapasitas SDM
dalam
perencanaan

4. Penyediaan
juknis/pedoman
penyusunan
dokumen
perencanaan
daerah dan

perangkat daerah

ditetapkan tepat
waktu

2. Prioritas dalam
perencanaan
daerah selaras
dengan prioritas
provinsi dan
nasional

3. Meningkatkan
kapasitas SDM
dalam
perencanaan

4. Penyediaan
juknis/pedoman
penyusunan
dokumen
perencanaan
daerah dan

perangkat daerah

ditetapkan tepat
waktu

2. Prioritas dalam
perencanaan
daerah selaras
dengan prioritas
provinsi dan
nasional

3. Penguatan
kolaborasi antar
bidang

perencanaan

ditetapkan tepat
waktu

2. Prioritas dalam
perencanaan
daerah selaras
dengan prioritas
provinsi dan
nasional

3. Penguatan
kolaborasi antar
bidang

perencanaan

ditetapkan tepat
waktu

2. Prioritas dalam
perencanaan
daerah selaras
dengan prioritas
provinsi dan
nasional

3. Penguatan
kolaborasi antar
bidang

perencanaan

1. Peningkatan
ketercapaian
rencana dan
realisasi kegiatan
2. Peningkatan
capaian indikator
pembangunan

sesuai target

1. Peningkatan
ketercapaian
rencana dan
realisasi kegiatan
2. Peningkatan
capaian indikator
pembangunan

sesuai target

1. Peningkatan
kualitas
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
secara
rutin/berkala dan

menyeluruh

1. Peningkatan
kualitas
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
secara
rutin/berkala dan

menyeluruh

1. Peningkatan
kualitas
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
secara
rutin/berkala dan

menyeluruh

1. Peningkatan
angka pengisian
dan pemanfaatan
data pokok/data
sektoral dalam
perencanaan

pembangunan

1. Peningkatan
angka pengisian
dan pemanfaatan
data pokok/data
sektoral dalam
perencanaan

pembangunan

1. Optimalisasi
pengelolaan dan
pemanfaatan data
melalui sistem
informasi
pendukung
penyusunan
perencanaan
pembangunan
(SIPD)

1. Optimalisasi
pengelolaan dan
pemanfaatan data
melalui sistem
informasi
pendukung
penyusunan
perencanaan
pembangunan
(SIPD)

1. Optimalisasi
pengelolaan dan
pemanfaatan data
melalui sistem
informasi
pendukung
penyusunan
perencanaan
pembangunan
(SIPD)

1. Peningkatan
keselarasan
dokumen
perencanaan

rumpun

1. Peningkatan
keselarasan
dokumen
perencanaan

rumpun

1. Peningkatan
koordinasi lintas
sektor

2. Penguatan

kolaborasi dan

1. Peningkatan
koordinasi lintas
sektor

2. Penguatan

kolaborasi dan

1. Peningkatan
koordinasi lintas
sektor

2. Penguatan

kolaborasi dan

64



Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

pemerintahan dan
pembangunan
manusia

2. Peningkatan
keselarasan
dokumen
perencanaan
rumpun
perekonomian dan
SDA, Rumpun
Infrastruktur dan
Kewilayahan

pemerintahan dan
pembangunan
manusia

2. Peningkatan
keselarasan
dokumen
perencanaan
rumpun
perekonomian dan
SDA, Rumpun
Infrastruktur dan
Kewilayahan

keselarasan
perencanaan

perangkat daerah

keselarasan
perencanaan

perangkat daerah

keselarasan
perencanaan

perangkat daerah

1. Pembekalan
tentang prisip
SMART kepada
perangkat daerah,
2.|dentifikasi
program dan
kegiatan yang
membutuhkan
indikator kinerja

smart

1.Penyusunan
indikator kinerja
SMART untuk
setiap OPD,
2.Pelatihan untuk
peningkatan
pemahaman
perangkat daerah
dalam menyusun

inidkator kinerja

1.Integritas
indikator kinerja
SMART ke dalam
rencana kerja
tahunan OPD,
2.Penyusunan
laporan
pelaksanaan dan
pencapaian

indikator

1. Pemantauan
dan evaluasi
pelaksanaan
indikator kinerja,
2.Penyusunan
laporan tahunan
tentang pencaian

dan evaluasi

1. Pengembangan
sistem monitoring
dan evaluasi
berbasis inidkator
kinerja SMART,
2.Peningkatan
kapasitas
perangkat daerah
dalam pengelolaan

indikator kinerja
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Program dalam Renstra Bappeda Kabupaten Jembrana merupakan
program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025 i
2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan
pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD,
selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program
prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas
ini didasarkan atas strategi dan Kkebijakan jangka menengah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana. Berikut Gambaran
terterkait dengan kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Bappeda

Kabupaten Jembrana

RPIMD C RO B N ]
m G topy
KEGIATAN &

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu. Output merupakan hasil keluaran dari pada
kegiatan maupun subkegiatan. Program merupakan kumpulan dari beberapa
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Bappeda Kabupaten
Jembrana, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses
penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan
suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten

Jembrana dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut
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Tabel 4. 1

Program Perangkat Daerah

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAS‘U’TP O RAM "l INDIKATOR OUTCOME BASELI | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH
PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PA TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
GU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (20) (11) 12) 13) 14) 5
)
5.01 - PERENCANAAN 6.196.357.011,00 7.085.069.277,00 7.204.088.448,00 7.326.389.023,00 7.451.273.300,00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.107.949.311,00 5.790.449.982,00 5.909.469.153,00 6.031.769.728,00 6.156.654.005,00
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya efektivitas manajemen o Dinas/Badan yang
- Nilai LKjIP Perangkat Daerah -
dan pelaporan kinerja Perangkat 82,52 82,52 83,53 5.107.949.311,00 84,03 5.790.449.982,00 84,53 5.909.469.153,00 85,03 6.031.769.728,00 85,53 6.156.654.005,00 menangani Bidang
(Angka)
Daerah Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 755.746.700,00 961.781.257,00 961.781.257,00 961.781.257,00 961.781.257,00
PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan Persentase Keselarasan Dinas/Badan yang
gkatny P RPJMD dengan Renstra PD 100 100 100 755.746.700,00 100 961.781.257,00 100 961.781.257,00 100 961.781.257,00 100 961.781.257,00 menangani Bidang
pembangunan daerah
(Persentase) Perencanaan
Persentase Keselarasan Dinas/Badan yang
RPJMD dengan RKPD 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(Persentase) Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 332.661.000,00 332.838.038,00 332.838.038,00 332.838.038,00 332.838.038,00
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Keselarasan
Meningkatnya kualitas perencanaan RKPD dengan Renja PD pada Dinas/Badan
pembangunan bidang pemerintahan Bidang Pemerintahan dan 100 100 100 107.708.000,00 100 107.838.038,00 100 107.838.038,00 100 107.838.038,00 100 107.838.038,00 | yang menangani
dan pembangunan manusia Pembangunan Manusia Bidang
(Persentase) Perencanaan
meningkatnya kualitas perencanaan RKF;GE;S;:;ZZi Iézsntja;alrja;zz da Dinas/Badan
pembangunan bidang infrastruktur dan Bidang Infrastruktur dan 100 100 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 | yang menangani
kewilayahan Ang Bidang
Kewilayahan (Persentase)

Perencanaan
meningkatnya kualitas perencanaan RKZeDrS;;:aZT] I’(stnel;a'r:aésar; da Dinas/Badan
pembangunan bidang perekonomian Bidan Pgerekonojmian cll)an 100 100 100 105.953.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 | yang menangani
dan SDA 9 Bidang

SDA (Persentase)
Perencanaan
TOTAL KESELURUHAN 6196357011.00 7085069277.00 7204088448.00 7326389023.00 7451273300.00

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra

Tabel program diatas menjelaskan ringkasan

terstruktur yang memuat budang urusan yang menjadi tanggung jawab Bappeda Kabupaten

Jembrana dengan memperhatikan indicator outcome, dan target serta pagu indikatif di setiap tahunnya melalui kegiatan yang akan dilaksanakan
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dalam periode perencanaan. keterkaitan antara tujuan pembangunan daerah dengan program lengkap dengan target, pagu anggaran, serta

perangkat daerah pelaksana yang bertanggung. Setiap program dirancang untuk menjawab isu strategis daerah, memperkuat koordinasi lintas

sektor, dan memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan implementasi di lapangan. Dengan demikian, tabel program tidak hanya

berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda

KabupatenJembrana.

Tabel 4. 2

Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Jembrana

NSPK DAN SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN/

RPIMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR TR KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)
5.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Indeks Perencanaan Pembangunarf
Daerah (Angka)

Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah

Indeks Kualitas Perencanaan
(Angka)

Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah

Persentase Keselarasan RPIJMD
dengan Renstra PD (Persentase)

5.01.02 - PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH
Persentase Keselarasan 5.01.02 - PROGRAM
RPJMD dengan RKPD PERENCANAAN,

(Persentase)

PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Jumlah dokumen
pembangunan perencanaan
daerah

Jumlah Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah (Berita Acara)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Berita Acara Konsultasi
Publik (Berita Acara)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Berita Acara Musrenbang

Kabupaten/Kota (Berita Acara)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan
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PROGRAM/KEGIATAN/

NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

(RPJPD/RPIMD/RKPD)
(Dokumen)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Dokumen Rancangan Awal
RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan
Jika RPJMD Maka Rancangan
Teknokratik) (Dokumen)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Telaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Daerah (Dokumen)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Usulan yang Terverifikasi
oleh Kecamatan (Usulan)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan
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Tabel 4. 3
Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / © OOLEIJTIEL?I' d TAHUN DAEGRAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) @y (12) (13) (14) (15)
5.01 - PERENCANAAN 6.196.357.011,00 7.085.069.277,00 7.204.088.448,00 7.326.389.023,00 7.451.273.300,00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.107.949.311,00 5.790.449.982,00 5.909.469.153,00 6.031.769.728,00 6.156.654.005,00
KABUPATEN/KOTA
5.01.0.00.0.00.02.00
Meningkatnya efektivitas manajemen dan|  Nilai LKjIP Perangkat Daerah U0 - EEEER
gatnya elex ) ! 9 82,52 83,53 5.107.949.311,00 84,03 5.790.449.982,00 84,53 5.909.469.153,00 85,03 6.031.769.728,00 85,53 6.156.654.005,00 Perencanaan
pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Angka)
Pembangunan
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Daerah
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 7.560.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan JiElD DELEn PEEEER
penganggaran, dan evaluasi kinerja | , RA"SKPD dan Laporan Hasil 1 1 7.560.000,00 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00
erangkat daerah tersedia tepat waktu G e P E R [ CID
p 9 P Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 4 c 4 4 1
(Dokumen)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordln§5| 4 2 2 2 4 2
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen 4 4 c 4 4 1
Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen) 2 € € 2 2 €
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 a f 1 1 i
(Dokumen)
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (Laporan) 2 a 1 1 1 1
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 5.903.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 9 9 5.903.000,00 9 6.000.000,00 9 6.000.000,00 9 6.000.000,00 9 6.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen)
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 138.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Jumlfg 2?:#EZEHRKKO/-(\)}§::123 dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan p 1 1 138.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
(Dokumen)
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan 138.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

RKA-SKPD
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / |ND|KATOR§$J_I'_I'F('ZUC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%AA'\IIEGRIXQT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) ©7) (08) (09) (10) 1) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasi RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1 138.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
SR AILIEL o TS CE 620.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Penyusunan DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Jumlfg 2?::EZ;IDKF;)/?)}§;$2 dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan p 1 1 620.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD
(Dokumen)
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 370.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasi DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1 370.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 216.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. . Lo Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedl_anya Lapora_n (_:apglan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan P X 4 4 216.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00
; - ] Penyusunan Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar s . .
Realisasi Kineria SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
! Kinerja SKPD (Laporan)
SOLORATIEN o SEESINE R 175.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja 1 1 175.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Laporan)
BB O 20 AT KT 4.449.933.911,00 5.068.844.982,00 5.187.864.153,00 5.309.780.254,00 5.434.664.531,00
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Persentase pembayaran dan pelaporan UEHIT SYAD G (LEperean (Rl
pembay: petap Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 4.449.933.911,00 1 5.068.844.982,00 1 5.187.864.153,00 1 5.309.780.254,00 1 5.434.664.531,00
keuangan tepat waktu .
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)
Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Penguijian/Verifikasi Keuangan 12 12 1 1 1 1
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 1 12 12 12 12
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas 1 1 1 1 1 1
ASN (Dokumen)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) & & =0 @ =2 =0
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi 2 18 18 18 18 18
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
SRRV - (Rl EEIek 4.449.173.911,00 5.058.844.982,00 5.177.864.153,00 5.299.780.254,00 5.424.664.531,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan AsN | JUIah Orang yang Menerima Gaji 35 35 4.449.173.911,00 30 5.058.844.982,00 30 5.177.864.153,00 | 30 5.299.780.254,00 | 30 5.424.664.531,00

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / |ND|KATOR§[§J_I'_I'F(‘ZUC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%AA'\IIEGRﬁﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
LA o (R 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan
4 n ! Administrasi Pelaksanaan Tugas 1 1 100.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Tugas ASN
ASN (Dokumen)
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan
PRV GER 105.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan
" y. o dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 12 105.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD
SKPD (Dokumen)
SO ALRIIES- (E L 105.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Y . Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 1 105.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
(Dokumen)
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 250.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Tahun SKPD
. . Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Te:?;::;néi;aDpS;nL};el;?;gﬁa':: hir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
" N p Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 250.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan .
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
9 (Laporan)
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah ITaporan Keuangan
- Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
dan Laporan Koordinasi Penyusunan P 24 18 200.000,00 18 2.000.000,00 18 2.000.000,00 18 2.000.000,00 18 2.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan .
N Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD (Laporan)
SO 2 Ao AT I 100.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase pelaporan administrasi Jumlah Laporan Penatausahaan
barang milik daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2 100.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00
Daerah tepat waktu (Laporan)
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 2 2 2 2 2 2
Daerah pada SKPD (Laporan)
5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik 2 2 50.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD (Laporan)
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Baran Jumiah Laporan Penatausahaan
- 4 9 Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2 50.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
SO ARSI g 30.739.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00

Perangkat Daerah
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Persentase layanan administrasi Sl (PERE PR (CIES
Y beserta Atribut Kelengkapan 0 35 30.739.000,00 30 97.000.000,00 20 97.000.000,00 20 97.000.000,00 20 97.000.000,00
kepegawaian tepat waktu (Paket)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan 0 100 1 1 1 1
Perundang-Undangan (Orang)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan © U 1 1 1 1
(Orang)
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 0 10 1 1 1 1
Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0 1 1 1 1 1
Pegawai (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 0 1 1 1 1 1
Kepegawaian (Dokumen)
Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi 0 1 1 1 1 1
Kepegawaian (Dokumen)
SO 202 (PR (LT 10.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Jumiah Paket Pakaian Dinas
Y beserta Atribut Kelengkapan 0 35 10.500.000,00 30 20.000.000,00 20 20.000.000,00 20 20.000.000,00 20 20.000.000,00
Atribut Kelengkapan (Paket)
SRR o [RACEEET (W 111.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan
va . . Pengolahan Administrasi 0 1 111.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian .
Kepegawaian (Dokumen)
5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi 78.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Kepegawaian
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 0 1 78.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00
Kepegawaian Kepegawaian (Dokumen)
SIS0 TR, SV} 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
dan Penilaian Kinerja Pegawai
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring,
ny: Lo 9. A Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0 1 50.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Penilaian Kinerja Pegawai .
Pegawai (Dokumen)
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
dan Fungsi
- . Jumlah Pegawai Berdasarkan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan | o - 4o Fungsi yang Mengikuti 0 10 10.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi . h
Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
LAV oSS SREETET 10.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Perundang-Undangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikui
4 Sosialisasi Peraturan 0 100 10.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00
Perundang-Undangan
Perundang-Undangan (Orang)
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Perundang-Undangan
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Terlaksananya Bimbingan Teknis B‘:;r;::haon?ggn}i/::lg ’\f:nrlil:g Isi
Implementasi Peraturan 9 P 0 50 0,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00
Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
(Orang)
SRS G TEEE U 159.340.600,00 253.935.000,00 253.935.000,00 253.819.474,00 253.819.474,00
Perangkat Daerah
PEEEER e ET e il (LepaiE (ReliEst 1 1 159.340.600,00 1 253.935.000,00 1 253.935.000,00 1 253.819.474,00 1 253.819.474,00
administrasi umum Kunjungan Tamu (Laporan)
Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD 0 12 12 12 12 12
(Dokumen)
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 1 1 1 1
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 0 17 17 17 17 17
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 13 13 13 13 13 13
(Paket)
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket) g < S g g <
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 12 12 12 12
SKPD (Laporan)
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan
Romecienlnsiabs 930.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
o Y P Listrik/Penerangan Bangunan 0 17 930.000,00 17 935.000,00 17 935.000,00 17 935.000,00 17 935.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor I
Kantor yang Disediakan (Paket)
ST ATV o (B 1.200.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianva Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Y Perlengkapan Kantor yang 1 1 1.200.000,00 1 63.000.000,00 1 63.000.000,00 1 63.000.000,00 1 63.000.000,00
Perlengkapan Kantor S
Disediakan (Paket)
SO 2CBEYS - PR LI 43.598.400,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik 3 3 43.598.400,00 3 40.000.000,00 3 40.000.000,00 3 40.000.000,00 3 40.000.000,00
Kantor yang Disediakan (Paket)
S A O - eyl EEn Cay 7.545.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.884.474,00 9.884.474,00
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Y 9 Penggandaan yang Disediakan 13 13 7.545.000,00 13 10.000.000,00 13 10.000.000,00 13 9.884.474,00 13 9.884.474,00
Penggandaan (Paket)
5'01'01'2'06'000%;35"“35' SO 7.055.200,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 1 7.055.200,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Tamu Kunjungan Tamu (Laporan)
SEILONLATETY o [RERE 97.012.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Y Y 99 p Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 97.012.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SKPD (Laporan)
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S 0L 0520600 s naut salany 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Arsip Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsi Jumiah Dokumen Penatausahaan
. Y . P Arsip Dinamis pada SKPD 0 12 2.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00
Dinamis pada SKPD
(Dokumen)
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 222.000.000,00 108.778.500,00 108.778.500,00 108.778.500,00 108.778.500,00
Daerah
N Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
P o Dinas atau Kendaraan Dinas 3 1 222.000.000,00 2 108.778.500,00 2 108.778.500,00 2 108.778.500,00 2 108.778.500,00
barang milik daerah L "
Jabatan yang Disediakan (Unit)
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas atau 222.000.000,00 108.778.500,00 108.778.500,00 108.778.500,00 108.778.500,00
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
. Y . 9 Dinas atau Kendaraan Dinas 3 1 222.000.000,00 2 108.778.500,00 2 108.778.500,00 2 108.778.500,00 2 108.778.500,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan L >
Jabatan yang Disediakan (Unit)
SUILORAN o (PEPELTEED SR 40.400.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan ey anciallenvedizabasa
pe ) Pelayanan Umum Kantor yang 1 1 40.400.000,00 1 41.000.000,00 1 41.000.000,00 1 41.500.000,00 1 41.500.000,00
layanan jasa penunjang B
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Laporan) 4 4 c 4 4 1
SRV RERETE R 1.400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 1 1.400.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00
Menyurat Surat Menyurat (Laporan)
SRS AR EE R 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Y Kantor 4 Pelayanan Umum Kantor yang 1 1 39.000.000,00 1 39.000.000,00 1 39.000.000,00 1 39.000.000,00 1 39.000.000,00
Disediakan (Laporan)
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 197.875.800,00 199.891.500,00 199.891.500,00 199.891.500,00 199.891.500,00
Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan Triillty e o MEstn
layanan pemeliharaan Barang Milik X I . 3 7 197.875.800,00 7 199.891.500,00 7 199.891.500,00 7 199.891.500,00 7 199.891.500,00
Daerah Lainnya yang Dipelihara (Unit)
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang 1 1 1 1 1 1
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak u & & & & L
dan Perizinannya (Unit)
Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan 4 4 1 1 4 i
dibayarkan Pajaknya (Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan o o 0 0 0 0

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
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Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedu_ng Kantor atau 21 21 21 21 21 21
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
RepelibapaniBiayalbemeliaraanidan 36.480.000,00 36.487.500,00 36.487.500,00 36.487.500,00 36.487.500,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Dinas atau Kendaraan Dinas 1 1 36.480.000,00 1 36.487.500,00 1 36.487.500,00 1 36.487.500,00 1 36.487.500,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas| Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan dibayarkan Pajaknya (Unit)
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
PEETREEEW, LR REGETREEEW, 108.775.000,00 108.778.500,00 108.778.500,00 108.778.500,00 108.778.500,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Operasional atau Lapangan yang 7 17 108.775.000,00 17 108.778.500,00 17 108.778.500,00 17 108.778.500,00 17 108.778.500,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya (Unit)
UL ATHIE 3o A IEIEEET 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumiah Peralatan dan Mesin 3 7 8.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara (Unit)
5.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 42.120.800,00 42.125.500,00 42.125.500,00 42.125.500,00 42.125.500,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 1 1 42.120.800,00 1 42.125.500,00 1 42.125.500,00 1 42.125.500,00 1 42.125.500,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
5.01.01.2.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan ngung Kantor atau Bangunan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
5.01.01.2.09.0011 -
PEC R RIS SETENE) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Renabiltasi Sarana dan | - Pendukung Gedung Kantor atau 21 21 250000000 | 21 250000000 | 21 250000000 | 21 250000000 | 21 2.500.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 755.746.700,00 961.781.257,00 961.781.257,00 961.781.257,00 961.781.257,00
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.0.00.0.00.02.00
Meningkatnya kualitas perencanaan Persentase Keselarasan RPIMD U0 - EEEER
ingkatnya xuaftas p 100 100 755.746.700,00 | 100 961.781.257,00| 100 961.781.257,00 | 100 961.781.257,00| 100 961.781.257,00 Perencanaan
pembangunan daerah dengan Renstra PD (Persentase)
Pembangunan
Daerah
Persentase Keselarasan RPJMD 100 100 100 100 100 100

dengan RKPD (Persentase)
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SOLOR 200 - PRSI S e 512.612.000,00 776.903.557,00 776.903.557,00 776.903.557,00 776.903.557,00
dan Pendanaan
i LD Gl e e ST R 2 1 512.612.000,00 1 776.903.557,00 1 776.903.557,00 1 776.903.557,00 2 776.903.557,00
perencanaan daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)
Jumlah Berita Acara Konsultasi
Publik (Berita Acara) 2 a f 1 1 2
Jumlah Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 2 1 1 1 1 2
Daerah (Berita Acara)
Jumlah Usulan yang Terverifikasi
oleh Kecamatan (Usulan) g 2 2 < d 2
Jumlah Telaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 2 1 1 1 1 2
Daerah Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Rancangan Awal
RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan 2 1 1 1 1 2
Jika RPJMD Maka Rancangan
Teknokratik) (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan G 3 3 3 8 4
(RPJPD/RPJIJMD/RKPD) (Dokumen)
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi
Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis 7.370.000,00 7.370.000,00 7.370.000,00 7.370.000,00 7.370.000,00
Pembangunan Daerah
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Rancangan Awal
Permasalahan, dan Isu Strategis RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan
Pembangunan Daerah di dalam Jika RPIMD Maka Rancangan 2 1 7.370.000,00 1 7.370.000,00 1 7.370.000,00 1 7.370.000,00 2 7.370.000,00
Rancangan Awal RPIMD/RKPD Teknokratik) (Dokumen)
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi
REEEEGER XD (RS 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00
Pembangunan Daerah dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Jumlah Telaahan Dokumen
Pembangunan Daerah dengan Dokumen| Perencanaan Pembangunan 2 1 4.675.000,00 1 4.675.000,00 1 4.675.000,00 1 4.675.000,00 2 4.675.000,00
Kebijakan Lain Daerah Daerah (Dokumen)
R i aoanaal 12.915.000,00 12.915.000,00 12.915.000,00 12.915.000,00 12.915.000,00
Konsultasi Publik
Terlaksananya Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi 2 1 12.915.000,00 1 12.915.000,00 1 12.915.000,00 1 12.915.000,00 2 12.915.000,00
Publik (Berita Acara)
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi
Pelaksanaan Forum Perangkat 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Terlaksananya Forum Perangkat Jumlah Berita Acara Forum
nany 9 Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 2 1 12.800.000,00 1 12.800.000,00 1 12.800.000,00 1 12.800.000,00 2 12.800.000,00
Daerah/Lintas Perangkat Daerah N
Daerah (Berita Acara)
SRR [REL S 106.310.000,00 106.310.000,00 106.310.000,00 106.310.000,00 106.310.000,00
Musrenbang Kabupaten/Kota
Terlaksananya Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang 2 1 106.310.000,00 1 106.310.000,00 1 106.310.000,00 1 106.310.000,00 2 106.310.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Berita Acara)
SELOR TS RARER R 13.070.000,00 13.070.000,00 13.070.000,00 13.070.000,00 13.070.000,00
Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah | Jumlah Usulan yang Terverifikasi 5 5 13.070.000,00 5 13.070.000,00 5 13.070.000,00 5 13.070.000,00 5 13.070.000,00

Terverifikasi oleh Kecamatan

oleh Kecamatan (Usulan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR(;I)LEJ_I'_I'F('ZUC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%AA'\IIEGRﬁﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi
Penyusunan dan Penetapan Dokumen 355.472.000,00 619.763.557,00 619.763.557,00 619.763.557,00 619.763.557,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
p Y Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 3 3 355.472.000,00 3 619.763.557,00 3 619.763.557,00 3 619.763.557,00 4 619.763.557,00
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 62.113.000,00 62.113.000,00 62.113.000,00 62.113.000,00 62.113.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen analisis data dan Jumlah Buku Profil Pembangunan
informasi perencanaan pembangunan " N 9 1 1 62.113.000,00 1 62.113.000,00 1 62.113.000,00 1 62.113.000,00 1 62.113.000,00
a— Daerah yang Diterbitkan (Buku)
Jumlah Orang yang Dibina dalam
Pemanfaatan Data dan Informasi 31 28 28 28 28 28
(Orang)
Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Data untuk Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan 1 1 1 1 1 1
Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah) (Dokumen)
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan 39.603.000,00 39.603.000,00 39.603.000,00 39.603.000,00 39.603.000,00
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Terinputnya Analisis Data dan Informasi | Data untuk Penyusunan Kebijakan
untuk Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 1 39.603.000,00 1 39.603.000,00 1 39.603.000,00 1 39.603.000,00 1 39.603.000,00
Daerah Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah) (Dokumen)
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan
e BTN (DEHE G (i 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah
perangkat acrah dalam Pemanastan | 2UTIah Orang yang Dibina dalam
9 R Pemanfaatan Data dan Informasi 31 28 7.200.000,00 28 7.200.000,00 28 7.200.000,00 28 7.200.000,00 28 7.200.000,00
Data dan Informasi Perencanaan
(Orang)
Pembangunan
LRI o [REUSIGETD (] 15.310.000,00 15.310.000,00 15.310.000,00 15.310.000,00 15.310.000,00
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Tersusunnya Dokumen Profil Jumlah Buku Profil Pembangunan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Daerah yang Diterbitkan (Buku) 1 1 15.310.000,00 1 15.310.000,00 1 15.310.000,00 1 15.310.000,00 1 15.310.000,00
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang Perencanaan 49.421.700,00 49.421.700,00 49.421.700,00 49.421.700,00 49.421.700,00
Pembangunan Daerah
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi JUEN L2 gerEn (FES EEES
2 9 Kinerja Pembangunan Daerah 2 2 49.421.700,00 2 49.421.700,00 2 49.421.700,00 2 49.421.700,00 2 49.421.700,00
pelaksanaan RKPD yang tersusun
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Perencanaan dan 2 1 1 1 1 1
Pelaksanaan Pembangunan
(Laporan)
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi
PEERREENET (MEEEEHEER CEL 38.885.600,00 38.885.600,00 38.885.600,00 38.885.600,00 38.885.600,00

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / lNDIKATOROOS_I-_rfUC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%AA'\IIE(Ble_\ﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) 12) 13) 14) a5)
Terlaksananya Pengendalian Jumlah Laporan Hasil
Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian Perencanaan dan 2 1 38.885.600,00 1 38.885.600,00 1 38.885.600,00 1 38.885.600,00 1 38.885.600,00
Pembangunan Daerah di Pelaksanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota (Laporan)
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi
dan Penyusunan Laporan Berkala 10.536.100,00 10.536.100,00 10.536.100,00 10.536.100,00 10.536.100,00
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah 2 2 10.536.100,00 2 10.536.100,00 2 10.536.100,00 2 10.536.100,00 2 10.536.100,00
Pembangunan Daerah (Laporan)
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di 131.600.000,00 73.343.000,00 73.343.000,00 73.343.000,00 73.343.000,00
Bidang Pembangunan Daerah
. . Jumlah Dokumen Hasil Penerapan
Jumlah dokumen hasil penerapan sistem | S
informasi pemerintahan Daerah di A 8 2 131.600.000,00 2 73.343.000,00 2 73.343.000,00 2 73.343.000,00 3 73.343.000,00
. Daerah di Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan Daerah
Daerah (Dokumen)
Jumlah Data dalam Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah yang & 22 28 28 28 28
Dikelola (Dokumen)
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data
dalam Sistem Informasi Pemerintahan 11.525.000,00 11.525.000,00 11.525.000,00 11.525.000,00 11.525.000,00
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Infofﬁwgé?ggniﬁii?;?\i:nséiz:Ta]lh di
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - 31 28 11.525.000,00 28 11.525.000,00 28 11.525.000,00 28 11.525.000,00 28 11.525.000,00
- Bidang Pembangunan Daerah yang
di Bidang Pembangunan Daerah .
Dikelola (Dokumen)
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di 120.075.000,00 61.818.000,00 61.818.000,00 61.818.000,00 61.818.000,00
Bidang Pembangunan Daerah
. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan
Terlaksananya Penerapana Sistem Sistem Informasi Pemerintahan
Informasi Pemerintahan Daerah di o 3 2 120.075.000,00 2 61.818.000,00 2 61.818.000,00 2 61.818.000,00 3 61.818.000,00
. Daerah di Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan Daerah
Daerah (Dokumen)
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN 332.661.000,00 332.838.038,00 332.838.038,00 332.838.038,00 332.838.038,00
PEMBANGUNAN DAERAH
. . Persentase Keselarasan RKPD SLNOLNEALY
meningkatnya kualitas perencanaan T (et P e EH 00 - Badan
pembangunan bidang infrastruktur dan 9 ) p . 9 100 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 100 119.000.000,00 Perencanaan
- Infrastruktur dan Kewilayahan
kewilayahan Pembangunan
(Persentase)
Daerah
SR AN (S RE L 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Penjabaran Konsistensi kegiatan Jumlaglg:éjtcr);zlige}-:?;|(Ij§:]nkarrc:n|sa5|
RENSTRA ke dalam RENJA Bidang ) g. 1 2 119.000.000,00 2 119.000.000,00 2 119.000.000,00 2 119.000.000,00 2 119.000.000,00
R RKPD/RPJMD pada Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan y
Kewilayahan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 1 2 2 2 2 2

Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / |ND|KATOR§[§J_I'_I'F('3UC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PEITD'AA'\IIEGRﬁﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 1 2 2 2 2 2
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan (Laporan)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur yang Dikoordinir 1 1 1 1 1 1
Penyusunannya (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) (Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang 1 2 2 2 2 2
Infrastruktur (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen 1 2 2 2 2 2
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen 1 2 2 > > 2
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan yang Dikoordinir 1 1 1 1 1 1
Penyusunannya (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) (Dokumen)
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Infrastruktur (RPJPD, RPIMD dan
RKPD)
. Jumlah Dokumen Perencanaan
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen N
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang
. 9 Infrastruktur yang Dikoordinir 1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPIMD
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) (Dokumen)
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi
REUSHIET) (BRI (PERHEEEETL 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan
SO G0 (BN (RS 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / lNDIKATORgS_IIEUC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%’:’;ﬁﬁﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 1 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi
PRl STREHEES G (HEEAIEEE] 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Sinkronnya Renstra/Renja dengan Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur RKPD/RPJMD pada Bidang 1 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Infrastruktur (Laporan)
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Kewilayahan (RPJPD, RPIJMD dan
RKPD)
L Jumlah Dokumen Perencanaan
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan N
Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
X N 9 Kewilayahan yang Dikoordinir 1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPIMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) (Dokumen)
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi
REUSHIETD (BRI (FEEHEEEEL 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan (Laporan)
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan
ISR R (SN (PERUSHET 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 1 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan (Laporan)
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi
PR D e I (e 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Sinkronnya Renstra/Renja dengan Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan RKPD/RPJMD pada Bidang 1 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Kewilayahan (Laporan)
A R Persentase Keselarasan RKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan dengan Renia PD pada Bidan
pembangunan bidang pemerintahan dan 9 . ) P 9 100 100 107.708.000,00 100 107.838.038,00 100 107.838.038,00 100 107.838.038,00 100 107.838.038,00
. Pemerintahan dan Pembangunan
pembangunan manusia .
Manusia (Persentase)
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 107.708.000,00 107.838.038,00 107.838.038,00 107.838.038,00 107.838.038,00

Manusia
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATORglhl_I'_I'F('ZUC_)rME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEIIQDAAI\IIEGRI;ﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Meningkatnya kualitas perencanaan Penyusunan Dokumen
pembangunan bidang pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan 1 2 107.708.000,00 2 107.838.038,00 2 107.838.038,00 2 107.838.038,00 2 107.838.038,00
pembangunan manusia Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (Laporan)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pe.mbangu.nan Manusia yang 1 1 1 1 1 1
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan yang Dikoordinir 1 1 1 1 1 1
Penyusunannya (RPJPD, RPIMD
dan RKPD) (Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 1 2 2 2 2 2
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang 1 4 4 4 4 4
Pembangunan Manusia (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD
pada Bidang 1 2 2 2 2 2
Pembangunan Manusia (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPIJMD
pada Bidang 1 2 2 2 2 2
Pemerintahan (Laporan)
Jumlah Laporan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan . 4 4 4 4 4
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan (Laporan)
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 14.997.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Daerah Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Tersusunnya Dokumen .
Perencanaan Pembangunan Pembgngunan Daerah Bldgng
. . Pemerintahan yang Dikoordinir 1 1 14.997.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunannya (RPJPD, RPIMD
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD) dan RKPD) (Dokumen)
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi
PERIEIREN e UmE (RErHEE LT 14.960.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 2 14.960.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan (Laporan)

5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan

82



TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / lNDIKATORgS_ITF(,:UC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%AA'\IIE(;IXﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 12.960.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jumiah I__aporan Monitoring dan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Y K Perencanaan Pembangunan 1 4 12.960.000,00 4 13.000.000,00 4 13.000.000,00 4 13.000.000,00 4 13.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang .
. Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan .
Pemerintahan (Laporan)
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi
IRl YA SIS 8 Gl (T A ] 9.998.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan Jumla;;:gc:;g;g:g;nk;gmsa&
RKPD/RPJMD pada Bidang ! 9 1 2 9.998.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00
N RKPD/RPJMD pada Bidang
Pemerintahan )
Pemerintahan (Laporan)
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 9.995.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPIMQ
dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah | Pembangunan Manusia yang 1 1 9.995.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. Dikoordinir Penyusunannya
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
(Dokumen)
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi
IPEISIIETD (B (FEEHEEET 4.984.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen
. 9 Perencanaan Pembangunan 1 2 4.984.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan .
X Perangkat Daerah Bidang
Manusia "
Pembangunan Manusia (Laporan)
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan 14.998.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 1 4 14.998.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (Laporan)
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi
el D E e T (Ul ] 24.816.000,00 24.838.038,00 24.838.038,00 24.838.038,00 24.838.038,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
Sinkronnya Renstra/Renja dengan JumIa’glésst(r);:;lge}—:?;|(Ij§r|1nkarznlsa5|
RKPD/RPJMD pada Bidang ) g' 1 2 24.816.000,00 2 24.838.038,00 2 24.838.038,00 2 24.838.038,00 2 24.838.038,00
. RKPD/RPJMD pada Bidang
Pembangunan Manusia N
Pembangunan Manusia (Laporan)
A R Persentase Keselarasan RKPD
meningkatnya kualitas perencanaan AT e BB ek BhED
pembangunan bidang perekonomian dan 9 ) P 9 100 100 105.953.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00

SDA

Perekonomian dan SDA
(Persentase)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOROOLEJ_I'_I'F(':UC_)I_ME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEIIQDAAI\IIEGRI;ﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) 13) 14) a5)
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 105.953.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00
Daya Alam)
Penjabaran Konsistensi kegiatan Al el Pere.ncanaan
RENSTRA ke dalam RENJA Bidang | " cmbangunan Daerah Bidang SDA
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya yang Dikoordinir Penyusunannya 1 1 105.953.000,00 1 106.000.000,00 1 106.000.000,00 1 106.000.000,00 1 106.000.000,00
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Alam)
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian yang Dikoordinir 1 1 1 1 1 1
Penyusunannya (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) (Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 2 2 2 2 2
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang 1 2 2 2 2 2
Perekonomian (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen 1 2 2 2 > 2
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen 1 2 P P > P
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 1 2 2 2 2 2
Perangkat Daerah Bidang SDA
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 1 2 2 2 2 2
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian (Laporan)
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 14.991.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
- Jumlah Dokumen Perencanaan
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen X
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang
. . Perekonomian yang Dikoordinir 1 1 14.991.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPIJMD
dan RKPD) (Dokumen)
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi
IRETUEIED (VLD (REEEETIEETL 14.995.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
202 2027 202 202 2
OUTCOME / KEGIATAN / lNDIKATORgS_;EUC_)I_ME/ TAHUN 26 o Jes ) 0 PE%’:’;ﬁﬁﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 2 14.995.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian (Laporan)
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan
TSR g GLET (SN (PEUENET) 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 1 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian (Laporan)
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi
Bl e Sineigitasdan o sas] 11.990.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
Sinkronnya Renstra/Renja dengan JumIal;{::st?;?ge}:‘g:|(Ij§:1nk;sn|sa5|
RKPD/RPJMD pada Bidang ) g. 1 2 11.990.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00
X RKPD/RPJMD pada Bidang
Perekonomian X
Perekonomian (Laporan)
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi
RS E (e S (R REET) 11.990.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Pembangunan Daerah Bidang SDA
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan
Perencanagn Pem)l;an unan Daerah Pembangunan Daerah Bidang SDA
. 9 yang Dikoordinir Penyusunannya 1 1 11.990.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00
Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
RKPD)
(Dokumen)
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi
(RETUSIITER P ERD (RS EE 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
SDA
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Perangkat Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah Bidang SDA
(Laporan)
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan
S G BN PEgUSHEL 12.991.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 1 2 12.991.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
SDA Perangkat Daerah Bidang SDA
(Laporan)
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi
B Sielotaedananon sas] 12.996.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Sinkronnya Renstra/Renja dengan Renstra/Renja dengan 1 2 12.996.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00

RKPD/RPJMD pada Bidang SDA

RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
(Laporan)
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4.2 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Jembrana

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana melakukan rangkaian proses
pembangunan yang diarahkan pada aspek perencanaan dengan
memperhatikan kondisi rill saat ini serta berbagai pertimbangan yang
mempegaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan baik
pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Penetapan
indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jembrana untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian
dibidang urusan Perencanaan. Capaian Badan Perenacanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Jembrana lima tahun ke depan dapat digambarkan dan
ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran
capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan
(output/keluaran).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi. IKU berfungsi
sebagai acuan untuk mengukur kinerja, merencanakan kegiatan, dan
melakukan evaluasi. Setiap instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah,
wajib merumuskan IKU sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu
pada tujuan dan sasaran strategis. Pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Jembrana, IKU merupakan indikator indikator penting yang
mencerminkan kinerja utama dalam pencapaian visi, misi dan tujuan strategis
di bidang pelayanan.

IKU ditetapkan dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan
dibatasi waktu sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. IKU juga menjadi dasar
penetapan target kinerja tahunan perangkat daerah serta merupakan
instrumen utama dalam sistem akuntabilitas kinerja. IKU menjadi dasar
penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), penilaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) dan sebagai acuan evaluasi serta pelaporan kinerja
tahunan. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya
serta indikator kinerja Dinasependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
yang termuat dalamencana pembangunan daerah maka secara rinci indikator kinerja

rencanastrategisntuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini
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Tabel 4. 4

Indikator Kinerja Utama

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN Bﬁ_\iﬁbl:\\:E KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 7) (08) (09) (10) (11)
1 5.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Angka 94,06 94,06 94,24 94,43 94,62 94,81 95
3. Indeks Kualitas Perencanaan Angka 94,06 95 95 96 98 99 99
4. Nilai LKjIP Perangkat Daerah Angka 82,52 83,03 83,53 84,03 84,53 85,03 85,53
5. Persentase Keselarasan RPIJMD dengan RKPD Persentase 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas merupakan instrumen penting yang menjabarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi Bappeda Kabupeten Jembrana dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam tabel ini tercantum indikator kinerja yang relevan,
target capaian tahunan, serta unit penanggung jawab yang mengelola pencapaiannya. Melalui tabel IKU, Bappeda dapat memastikan
setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki arah yang jelas, terukur, serta dapat dievaluasi secara berkala dan berfungsi
sebagai alat monitoring dan akuntabilitas kinerja.
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian, sehingga

memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik.
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Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 12)
1 5.01 - PERENCANAAN
2. Persentase Keselarasan RKPD dengan positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
PD pada Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
4, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
5. Persentase Keselarasan RPIJMD dengan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Renstra PD
6. Persentase Keselarasan RPIJMD dengan RKPD positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra

strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tabel ini berisi daftar

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) diatas merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja

indikator yang secara langsung mencerminkan

keberhasilan Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, lengkap dengan target tahunan yang harus dicapai selama

periode Renstra. Dengan data tersebut Bappeda memiliki alat yang transparan dan akuntabel untuk memastikan konsistensi perencanaan

dengan hasil yang ingin dicapai, sekaligus menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi dalam aspek pembangunan daerah.
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4.2.3 Indikator Kinerja Daerah

sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pemerintah daerah. IKD sebagai instrumen pengendalian sekaligus evaluasi
kinerja, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Keberadaan indikator ini juga menjadi dasar dalam menyusun prioritas pembangunan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan

bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jembrana secara

Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan daerah dapat diwujudkan

berkelanjutan.

Tabel 4. 6

Indikator Kinerja Daerah

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASELINE KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 | 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
5.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
| ASPEK PELAYANAN UMUM
1
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Angka 94,06 94,06 94,24 94,43 94,62 94,81 95
I INDIKATOR KINERJA KUNCI
1 Persentase Keselarasan RPIJMD dengan
RKPD Persentase 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja
PD pada Bidang Pemerintahan dan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Pembangunan Manusia
3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja
PD pada Bidang Infrastruktur dan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Kewilayahan
4 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja
PD pada Bidang Perekonomian dan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
SDA
5 Persentase Keselarasan RPIJMD dengan
Renstra PD Persentase 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra
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Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Renstra Bappeda Kabupaten
Jembrana diatas merupakan instrumen penting yang menyajikan ukuran
keberhasilan pembangunan daerah secara terukur dan obyektif. Dalam tabel
ini tercantum indikator-indikator utama yang selaras dengan tujuan dan
sasaran pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan,
indeks pembangunan manusia (IPM), serta kualitas tata kelola
pemerintahan. Setiap indikator dilengkapi dengan baseline, target tahunan,
dan capaian yang diharapkan, sehingga memudahkan pemantauan

perkembangan kinerja dari waktu ke waktu agar termonitoring.

4.2.4 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Subkegiatan  Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah pada Renstra Kabupaten Jembrana merupakan
penjabaran teknis yang lebih detail dari program dan kegiatan utama yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Subkegiatan ini disusun
untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis pembangunan daerah
dapat tercapai secara terukur dan berkesinambungan, dengan mengarahkan
fokus pada kebutuhan riil masyarakat serta potensi unggulan daerah. Melalui
subkegiatan prioritas, pemerintah daerah tidak hanya menguatkan sinergi
antar-OPD, tetapi juga memastikan keterpaduan perencanaan,
penganggaran, serta pelaksanaan program agar mampu memberikan
dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jembrana.
Tabel 4. 7

Program Prioritas

NO PROGRAM OUTCOME KEGIATAN / KETERANGAN
PRIORITAS SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05)

NIHIL

sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam
program penunjang daerah Kabupaten Jembrana dan tidak termasuk ke
dalam program prioritas daerah Kabupaten Jembrana, sehingga pada tabel
diatas tidak mencantumkan isi dari penjelasan program prioritas Daerah

Kabupaten Jembrana yang diampu oleh Bappeda Kabupaten Jembrana
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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 ini
disusun sebagai pedoman bagi Bappeda Kabupaten Jembrana dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi ,
Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan
dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2025 - 2029.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat
strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan
kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulithya memprediksi
keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal
organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun
sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya
merupakan komitmen seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Jembrana, dalam
rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan

diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Jembrana, 19 September 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Jembrana,

| Gusti Made Wijaya,SE
NIP. 19720515 199403 1 005
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LAMPIRAN

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA

Pada hari Rabu tanggal Empat Belas bulan Mei sampai dengan hari Kamis
tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah
diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang dihadiri oleh
para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum
dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi Forum RENSTRA Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana oleh Plt. Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana.

b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing
ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil
keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Jam : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappeda

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana :
MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan
sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II
berita acara ini.

KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029 yang disertai
dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN IV berita acara ini.
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KEEMPAT

KELIMA

: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak

terpisahkan dari berita acara ini.

: Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud

pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029.

Negara, 15 Mei 2025

Plt._Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
@\' E&g}}%}l‘f{abupaten Jembrana
AN
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Mewakili

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
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DAFTAR

LAMPIRAN I :BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH RANCANGAN PENYUSUNAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KABLIPATEN JEMBRANA

NOMOR : 0Y0/441 / Pappedla /2025
TANGGAL : ;.r/,qg,/ prede/

HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS

PERANGKAT DAERAH RANCANGAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

Tanggal : |€ Mei 202F

Tempat Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Jembrana
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LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 050/442/2025

TANGGAL  : 14 - 15 Mei 2025

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jembrana terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029
Kabupaten Jembrana

: 15 Mei s.d 15 Mei 2025
: Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Jembrana

Tanggal
Tempat

ISU STRATEGIS:

1. Optimalisasi peralatan pendukung untuk meningkatkan fungsi
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

2. Terpenuhinya SDM yang kompeten pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

3. Optimalisasi telaahan usulan masyarakat oleh Perangkat Daerah

4. Optimalisasi Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah

5. Optomalisasi data informasi pembangunan daerah melalui E-Wali Data
SIPD

6. Peningkatan kualitas SDA Bappeda melalui bintek dan diklat dalam
pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah

VISI : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN
SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN
JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN
BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM DAN

perencanaan
pembangunan daerah

keselarasan, konsistensi
dan ketercapaian sasaran
pembangunan daerah

Peningkatan integrasi
perencanaan dalam
pembangunan daerah

BUDAYA
MISI IV: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kualitas Meningkatnya Peningkatan kualitas

proses dan integrasi
perencanaan
pembangunan daerah

Penguatan pengendalian
dan evaluasi kinerja
pembangunan

Penyediaan dan penyajian
data pendukung
pembangunan daerah
yang berkualitas

Mengoptimalkan
koordinasi perencanaan
pembangunan dengan
pusat, pemerintah
provinsi, perangkat daerah
dan para pemangku
kepentingan pada lingkup
bidang kerja

Peningkatan kualitas dan
sinkronisasi dokumen
perencanaan perangkat
daerah

Meningkatnya nilai
akuntabilitas kinerja
Bappeda

Meningkatnya
perencanaan dan evaluasi
kinerja

Terlaksananya
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja Bappeda
dengan lengkap dan tepat
waktu

Meningkatkan kebutuhan
perkantoran, kepegawaian
dan keuangan
administrasi pelayanan

Terlaksananya
administrasi keuangan
Bappeda dengan lengkap
dan tepat waktu
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Terlaksananya
administrasi barang milik
daerah pada Bappeda
dengan lengkap dan
sesuai dengan jadwal yang
ditentukan

Terlaksananya
administrasi kepegawaian
Bappeda dengan lengkap
dan tepat waktu

Terlaksananya
administrasi umum
Bappeda dengan lengkap
dan tepat waktu

Terlaksananya pengadaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah dengan
lengkap dan sesuai
dengan peraturan

Terlaksananya penyediaan
penunjang urusan
pemerintah daerah dengan
lengka| dan tepat waktu

Terlaksananya
pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah yang
berkualitas baik
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LAMPIRAN IIi : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGXAT
DAERAH

NOMOR
TANGGAL

m&mw-n&dm mwmwm;mwmmmum

Renstra Perangkat Dacrah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Jembrana
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50101206 | Administrasi Umum Persentase pemenuhan 100 100 100 100 100 100 100 Perangiat Kab. Jembrana,
Perangkat Dacrah layanan administrasi 221,140,700 253,935,000 253,935,000 283,819,474 253,819,474 253819474 | Daermhyang | Jembrana,
umum Menangani Semuu Kel/ Desa
Perencanaan
50101207 | Pengadaan Barang, Persentase pemenuhan T 100 100 00 00 100 100 Perangkat Kab. Jembran,
Milik Daerah kebutuhan barang milik 279,800,000 108,778,500 108,778,500 108,778,500 108,778,500 108,778,300 | Duerahyang | Jembrana,
Penunjang Urusan daerah Menangan: Semun Kel/ Dexa
intah Ducrah Ferencanaan
5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Perscntase pemenuhan 100 100 00 00 100 100 100 Frrangkat Kb Jembcmnn,
Penunjang Urusan kebutuhan layanan jasa 40,400,000 41,000,000 #1,000,000 41,500,000 41,500,000 41,500,000 Ducrahyang | Jembrana,
Pemerintahan Daerah u Menangani Semua Kel/ Desa
peinias Perencanaan
5.01.012.08 i Barang, 100 100 700 00 100 100 100 Prernnghat ab, Jembrana,
Milik Daerah kebutuhan layanan 197,891,500 199,891,500 199,891,500 199,891,500 199,891,500 199,891,500 | Duerahyang | Jembrana,
Penunjang Urusan pemeliharaan Menangani Semua Kel/Desa
i Daerah BMD Perencanann
100 BI57 B ; = i
ya kualitas perencanann 6,647,837,493 6,854,527,938 6,821,713.215 6282,912,412 6782912412 6,782912,412 Jembrans,
2 %] Semua Kel/Desa
n £
pembangun
an daerah
5.01.02 | PROGRAM Indeks kualitns 100 % o7 [ 5% 5 Perangkat Kab. Jembrana,
PE AN, 95 1,444,619,295 1,444,619,205 1,444,619,295 1,444,619,295 1,444,619,205 1:444,619.298 | Daerahyang | Jembeana,
PENGENDALIAN DAN Menangani Semua Kel/Desa
'ALUASIE Perencanann
PEMBANGUNAN
DAERAH
5.01.02.2.01 | Penyusunan Tumiah dokumen, 7 3 3 3 3 3 3 Perangkat Rab. Jembrans,
1,111,781,257 1,111,781,257 1,111,781,257 1,111,781,257 1,111,781,257 1111,781257 | Duerahysng | Jembrana,
Pendanaan perencanaan daersh Menangani Semua Kel/Desa
Perencanasn
5.01.02.2.02 | Analisis Data dan yumalh dokumen data 1 1 1 1 1 1 1 Pecangkat Kab. Jembrana,
Informasi dan informasi hasil 942,773,357 942,773,357 942,773,357 942,773,357 942,773,357 942773357 | Doerahyang | Jembrana,
Pemerintahan Daerah D yang, i @ Kel/ Desa
Bidang Perencanaan Tessusun Perencarmon
5.01.02.2.03 | Pengendalian, Jumlah monev 2 2 2 2 2 2 2 an, Kab, Jembrana,
Evaluasi dan pelaksanamn RKPD yang 52,133,800 52,133,800 52,133,800 52,133,800 52,133,800 52,133,800 Daerah yang Jembrana,
Bidang terauzun enangani Semua Kel/Desa
Perencanaan rencansan
Dacrah
5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem jumlah dokumen has! 2 2 2 2 2 2 2 L Kab. Jembrana,
Informasi penerapan sisiem 49,421,700 49,421,760 49,521,700 49,421,700 49,421,700 49,421,700 Dacrah yang | Jembrana,
Pemerintahan Dacrah | infarmasi pemenintahan Semua Kel/Dess
i Bi Daerab di Bidang Perencanaan
I TRy Pemban Deerah !
Pemban; Dacrah bl i
5.01.03 | PROGRAM Penjabaran Konsistensi 100 100 100 100 100 100 100 Kab. Jembrana,
KOORDINASI DAN kegiatan RENSTRA ke 332,838,008 332,838,038 332,838,038 332,838,038 332,838,038 332,838,038 | Dacrahyang | Jembrana,
SINKRONISASI dalam RENJA Menangani Semua Kel/ Desa.
PERENCANAAN Perencanaan
PEMBANGUNAN
DAERAH
5.01.03.201 | Koordinasi Penjabaran Konsistens 2 160 100 160 150 00 00 Pen Kab. Jembrana,
Perencanann Bidang kegiatan RENSTRA ke 107,838,038 107,838,038 107,838,008 107,838,038 107,838,038 107835038 | Dmerahyang | Jembrans,
Pemerintahan dan dalam RENJA Bidang Menangan Semua Kel/Desa
i dan encanaun
Manusia muanusia
5.01.03.202 | Koordinasi Penjabaran Konsistensi 2 100 100 100 100 100 100 " Kok, Jembrana,
Perencanann Bidang Kegiatan RENSTRA ke 106,000,000 106,000,000 106,000,000 106,000,000 106,000,000 106,000,000 | Daershyang | Jembrana,
Perekonomian din dalam RENJA Bidang Menangani Sernua Kel Dexa
SDA (Sumber Daya Perekonomian dan SDA Ferencanaan
Alam) (Sumber Dava Alam)
501.03.2.03 | Koordinasi Penjabaran Konsistensi 2 100 00 166 100 100 100 Perangkat Fab_Jembrans,
Perencannin Bidang Kegiatan RENSTRA ke 119,000,000 119,000,000 119,000,000 119,000,600 119,000,000 119,000,000 | Daerahyang | Jembrana,
Infrastruktur dan dalam RENJA Bidang Mesangem Semua Kel/Desa
N dan Perencanaan
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